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Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang
berkelanjutan, maka diperiukan ketersediaan Data Pembangunan Desa serta Penetapan
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Berdasarkan Permendesa Nomor : 2 Tahun 2015
tentang Indeks Desa Membangun pada Pasal 8 Ayat 3 disebutkan tentang Pendayaguna&an
Indeks Desa Membangun, mengingat sangat pentingnya Data IDM dimaksud maka Direkiorat
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa akan melakukan Pemutakhiran
IDM 2018 untuk Pengukuran Status Pekembangan Desa Tahun 2017. Berkaitan dengan hal
tersebut disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran IDM 2018 untuk Pengukuran Status Pekembangan Desa Tahun 2017
akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2018 (jadwal terlampir).

2. Mohon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi dan
Kabupaten, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi dan
Kabupaten, serta Kecamatan dan Pemerintah Desa membantu proses Pemutakhiran
dimaksud.

3. Tenaga Profesional P3MD wajib teriibat aktif dalam proses Pemutakhiran IDM 2018
untuk Pengukuran Status Pekembangan Desa Tahun 2017 sebagai salah satu
penilaian kinerja.

4. Masing — masing pihak yang terlibat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang
tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran IDM.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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" KATA PENGANTAR

Dalam  menyikapi _perkembangan  penyelenggaraan pelaksanaan
pemerintah, pembangunan dan ‘pembinaan kemasyarakatan sebagaimana
terjadinya perubahan - perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan
PERMENDAGRI! Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Renca_na_ Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan . Jangka Menengah Daerah, dan ‘Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Peraturan Daserah Kabupaten Jember Nomor 5§ Tahun 2017 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun
2016-2021, Menindakianjuti peraturan perundangan tersebut ke dalam
penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai wujud
pelaksanaan dalam Program dan Keglatan selama 5 (lfma) Tahun yang terukur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dasa Kabupaten Jember sebagai
salah satu unsur perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengemban
tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan. dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, telah diberikan kewenangan urtuk melaksanakan tugas
tersebut dengan menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2021

~ sebagai tindakianjut darl Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-
2021, '

v
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 menjelaskan bahwa visi pembangunan
Kabupaten Jember adalah " Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan dan Mandiri ", sedangkan Misi Pembangunan meliputi . 1. Melaksanakan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ; 2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Masyarakat dan Berkeadilan ; 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri
dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan. Berlandaskan Visi dan Misi fersebut, maka
pembangunan di Kabupaten Jember dilaksanakan dengan strategi pembangunan
berkelanjutan yang - berorientasi pada masyarakat atau rakyat {peopie centered
development) dengan mengedepankan partisipasi masyarakat (participatory based
development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat khususnya
melalui ekonomi kerakyatan menuju kemandirian dan berdaya saing.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk memandirikan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa melalui perwujudan potensi yang dimifiki. Konsep dasar dari
~ pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah menempatkan inisiatif dan kreatifitas dari
rakyat bersama Pemerintahan Desa sebagai subyek dan sumber daya pembangunan yang
utama dan memandang kemakmuran serta kesejahteraan material dan spiritual sebagai
fujuan yang akan dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi
sumber daya manusia di desa, sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan dapat
memberi peran dan kontribusi pada masyarakat desa untuk menjadi subyek bukan sebagai
obyek.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPEMASDES) Kabupaten Jember
sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Jember yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan
Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016, merupakan leading sekfor program & kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan -
keberdayaan dan partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa menuju kemandirian
masyarakat desa di Kabupaten Jember sehingga diharapkan dapat mendorong serta
berkontribusi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta upaya penurunan
kemiskinan di Kabupaten Jember.
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Dalam rangka mengejawantahkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ke
dalam rencana Organisasi Perangkat Daerah, sangat diperfukan Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun
2016-2021. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember merupakan Rencana Sirategis yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra ini
merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember 'yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember yang disusun setiap tahunnya sebagai Rencana Pembangunan
Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjuinya akan ditetapkan sebagai
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember. |

Penyusunan Renstra Ini juga dimaksudkan agar dapat memberikan arah seluruh
program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented resuit) yang ingin
dicapal sampai dengan fahun 2021 dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang aada atau yang dimungkinkan timbul sekaligus juga
memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan srategi serta program dan kegiatan pokok
yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim
Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, Pengumpulan data dan
informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis
gambparan pelayanan, analisis Renstra K/l. dan Pemerintah Provinsi, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan), melalui diskusi antar
pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Rensira dan
Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk
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melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember dan sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

a.

Undang-Undang Republik indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R! Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
LLembaran Negara RI Nomor 4844);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasionai;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah .
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4737); '

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga; —

m.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025,

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,

o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;

q. Peraturan Bupati Jember nomor 44 Tahun 2016 tentang Keducukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember.,

1.3 Maksud & Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk dapat memberikan arah
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember sesuai tugas dan fungsinya serta tata kerja dengan berpedoman pada
Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Adapun tujuan disusunnya
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember Tahun 2016-2021 adalah untuk (1) Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD
Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ke dalam rencana strategis organisasi perangkat
daerah; (2) Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember ke dalam tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional, (3) Menyediakan
dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana
ketja atau rencana kinerja fahunan; (4) Memberikan gambaran kinerja_oelayanan OPD,
mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peiuang OPD dalam pengembangan
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pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta
menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Jember disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB |

PENDAHULUAN, berisi tentang Latar belakang, Landasan hukum, Maksud
dan tujuan, menjelaskan kedudukan dan peranan Perubahan RENSTRA
SKPD dalam perencanaan Pembangunan Daerah serta sistematika

penulisan.

BAB li GAMBARAN PELAYANAN, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur

BAB Il

BAB IV

BABV

BAB Vi

Organisasi, Kekuatan Sumberdaya baik manusia maupun sarana dan
prasarana yang dimiliki, Kinerja pelayanan tahun sebelumnya serta

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi
tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas kinerja pelayaan,
Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Jember Terpilih,
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serfa Penentuan isu-isu
strategis yang berkembang.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi tentang,
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD selama 5 (lima) tahun
kedepan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi tentang
Rencana program dan kegiatan OPD, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan kebutuhan pendanaan secara indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD, berisi tentang indikator kinerja OPD yang mengacu
dan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 5 (lima) tahun
kedepan. '

BAB VIl PENUTUP, berisi kesimpulan akhir penyusunan Rencana Strategis. .
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN

- 24 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pémberdayaan 'Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupéti- Jember nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupatén Jember, yang mempunyai tugas membaniu Bupali
dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan
kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kemasyarakatan, di Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat
Guna, di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, dan di Bidang Pemerintahan
Desa, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember meliputi sebagai berikut . Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan, Bidang Bidang Pengembangan Ekonomi
dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, Bidang
Pemerintahan Desa, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretarlat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan
program dan keuangan serfa melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas. Unituk melaksanakan tugas fersebut, Sekretariat mempunya fungsi yang
meliputi ;
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1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan, administrasi perlengkapan serta urusan rumah tangga ;

2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

4. Pengelolaan kearsipan dinas ;

5.. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

6. Penyusunan laporan pe.rtanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; dan

¢. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan
naskah dinas, kearsipan dinas;

2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

3. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian menyelenggarakan
tata usaha kepegawaian lainnya; '

5. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan
peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun
laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;dan

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi yang meliputi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, tata naskah dinas dan
tata kearsipan,

2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoi;

3. Pelaksanaan pe'ngurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
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4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan
perlengkapan;

5. Pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik
dinas;

6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas meliputi :
1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
- Melaksanakan pengotahan data ;
3. Melaksanakan perencanaan program ;
‘4. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang- -
undangan;
5. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
. Melaksanakah monitoring dan evaluasi;
7. Melaksanakan penyusunan laporan :dan
. Melaksanakan tugas lain 'yang diberikan oleh Sekretaris

M

[#>]

co

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

3. Penyusunan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA);

4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

5. Penyusunan iaporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan:

6. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Pubiik (SPP) dan Standar Operasional dan
Prosedur (SOP) di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

-—

0

c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas meliputi :
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai:
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- 2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset-aset; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pefaksanaan penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Pelaksanaan pehgeiolaan Barang Milik Negara / Daerah yang menjadi
tanggungjawab dinas;

3. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review
anggaran;

4. Pelaksanakan, pembinaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan:;

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban
keuangan;

6. Pelaksanaan Koordinasi, evaluasi dan perbendaharaan Sistem Akuntansi
Keuangan; dan

7. Penyusunan iaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan

Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan

Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan

kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan

Organisasi Kemasyarakat Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
dan kelembagaan kemasyarakatan ;

2. Penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk feknis tentang pelaksanaan
peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tingkat partisipasi masyarakat di
desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya

PERUBAHAN RENSTRA DIPEMASDES 2016 - 2021 ' 9



masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, periombaan
desa dan kelurahan tingkat daerah ;

3. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan,

4. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan
penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan
pemutakhiran data profil dgsa dan kelurahan ;

5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan; dan

8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan terdiri dari
a. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya ;

b. Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan ; dan

¢. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan. '

Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan.

a. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas sumber daya
manusia di desa dan kelurahan, dan pernbinaan kader pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat di desa
dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya
masyarakat ;

3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan'teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat
dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ; dan
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4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Partisipasi Masyarakat

dan Sosial Budaya mempunyai fungsi meiiputi:

1. Pelaksanaan pembinaan pada masyarakat pedesaan dan kelurahan, serta
kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ;

2. Pendampingan dan fasilitasi peran partisipasi masyarakat di desa dan
kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya
masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan,
perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah

3. Pengawasan dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat dalam
pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah, dan

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan.
Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai

tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, verifikasi
keluarga miskin, peningkatan kualitas rumah kurang layak huni, dan
pendampingan penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan Tinggi,
Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakat Lainnya; dan

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan

Keluarga dan Penangguiangan Kemiskinan mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan
penguatan kelembagaan TP-PKK daerah;

2. Pendampingan dan fasilitasi kelompok kerja pelayanan posyandu melalui
Sekretariat Pokjanal Posyandu tingkat daerah ;
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- 3. Pendampingan dan fasilitasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat miskin dan dhuafa, verifikasi dan peningkatan
kualitas rumah kurang layak huni bagi keluarga miskin dan dhuafa ;

4, Pengawasan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan
Tinggi, Lembaga Pengahdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
Lainnya ; dan

5. Penyusunan Iaporah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

¢. Seksi Pemberdayaan Kélembagaan Kernasyarakatan.

Seksit Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan penguatan
kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan ;

2. Menyiapkan bahan penyusunan fencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendampingan desa dan kelurahan
bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi
Masyarakat lainnya ;

3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaiuasi penyediaan dan pemutakhiran data profil
desa dan kelurahan ; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Seksi Pemberdayaan

Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa
dan kelurahan ;

2. Pendampingan dan fasilitasi desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi,
Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya

3. Pendampingan dan fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan
kelurahan berbasis teknologi informasi; dan

4. Penyusunan iaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
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3. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna
berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan
penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal
bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi
masyarakat lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Ekonomi

dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan
teknologi tepat guna desa ;

2. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan
pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;

3. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan
pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar
desa ;

4. Penyusunan dan perumusan pedoman dan 'p_etunjuk teknis tentang pelaksanaan
pengembangan desa berbasis Teknologi Informési 1

5. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan
penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna
berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian
Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;

6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan
bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ; dan

7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa; dan

b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat. _

Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna. |

PERUBAHAN RENSTRA DIPEMASDES 2016 - 2021 13




a. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi
masyarakat desa ;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, mon'itoring‘dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro
masyarakat dan revitalisasi pasar desa ;

3. Menyiapkan bahan‘penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi desa berbasis
potensi iokal ; dan

5.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Ekonomi

Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa :

2. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro
masyarakat desa dan revitalisasi pasar desa ;

3. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi .
lokal; dan

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat

Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat mempunyai

tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna
berbasis potensi lokal

2. Menylapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan desa berbasis teknologi
informasi ;
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3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penumbuhan inovasi teknologi tepat guna
berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi,
Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;

4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gelar teknologi tepat guna berorientasi
pasar dan padat karya ; dan

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan

Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna berbasis
potensi fokal ;

2. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan desa berbasis teknologi informasi

3. Pendampingan dan fasilitasi penumbukan inovasi teknologi tepat guna berbasis
masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi, Lembaga
Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;

4, Pendampingan dan fasilitasi kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam
memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan dan padat karya ;
dan

5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan desa, menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk
teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan
kepada Pemerintahan Desa, menginventarisasi aset dan kekayaan desa,
memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa,.
melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah
desa, melaksanakan pengembangan BUMDesa ; dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan mempunyai fungsi meliputi :
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1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan
kekayaan desa;

2. Pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan
keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada
pemerintahan desa;

4. Pelaksanaan pembinaah dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;

5. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengeloiaan Keuangan dan Kekayaan
desa; |

6. Pelaksanaan dan pengembangan BUMDesa ; dan

7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.

Seksi pada Bidang sebagaimana diméksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

a. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan
dan penatausahaan pendapatan dan kekayaan desa;

2. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pengendalian
Inventarisasi aset dan kekayaan desa;

3. Melaksanakan pemantauan dan rnengevaluasi pengelolaan Pendapatan dan
kekayaan desa,

4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan aset dan Kekayaan desa;

5. Melaksanakan peambentukan dan pembinaan BUMDesa ; dan

6. Melaksanakan tugas iain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Pendapatan
dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi meliputi :
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1. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tanah kas desa;

2. Pendampingan dan fasilitasi tukar guling dan pengadaan tanah kas desa;

3. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan, pemanfaatan
dan penatausahaan Aset dan Kekayaan Desa;

4, Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan Keuangan yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa;

5. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan BUMDesa;

6. Pelaksanaan sosialisasi dan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa;

7. Pengawasan dan. evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan
pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset dan kekayaan desa dan
pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli desa; dan

8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan
dan penatausahaan keuangan desa dan bantuan Kkeuangan Kkepada
pemerintahan desa;

2.. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pelatihan
Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan
Desa;

3. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;

4. Memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan APBDes dan Laporan Keuangan
Desa;

5. Memfasilitasi realisasi dan penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan
Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengeloiaan Keuangan
Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan banfuan keuangan

kepada pemerintahan desa;
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2. Fasilitasi dan verifikasi RPJMDes, APBDes dan tukar guling dan pengadaan
tanah kas desa;

3. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa
dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;

4. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan desa dan bantuan
keuangan kepada pemerintahan desa

5. Pelaksanaan pencairan dan bantuan keuangan kepada pemerirtahan desa;

6. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan
pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
dan |

7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

. 5. Bldang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan 'pembinaan dan penataan desa, menghimpun, mengolah
dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa, melakukan pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan mefaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa

mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan Penataan Desa ;

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;

3. Pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa:

4. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;

5. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melaiui
angka indeks membangun; dan

6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Seksi Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
b. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa.
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Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan Desa.

a. Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas

meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan penataan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa;

3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa ;
dan

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan dan

Penyelenggaraan Pemeriniahan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan Penataan dan Kodifikasi Desa

2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pemilihan kepala desa,
pembentukan BPD, pemekaran desa, pemekaran dusun dan kerjasama desa;

3. Pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

4. Penyusunan konsep regulasi dan Kkebijakan tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa;

5. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan Kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan desa;dan

6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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b. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa, mempunyai tugas meliputi :

1.

Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan Pembinaan
Administrasi dan Aparatur Desa

.'Menyiapkan bahan pemantauan, evaiuasi dan fasilitasi Pembinaan Administrasi

dan Aparatur Desa;

. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

Pembinaan Administraéi dan Aparatur Desa,;

. Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi dan Pelanggaran disiplin

Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis,

pelaksanaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa melalui indikator angka
indeks membangun; dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Administrasi

dan Aparatur Desa mempunyai fungsi meliputi :

1

. Pengembangan kapasitas aparatur desa;

2. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

3. Pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi desa dan
pelanggaran disiplin aparatur penyelenggara pemerintahan desa

4. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi
dan penataan aparatur desa:

5. Penyusunan konsep Peraturan Bupati/Keputusan Bupati tentang pengangkatan,
pemberhentiaan dan teguran kepada aparatur penyelenggara pemerintahan
desa,

6. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reguiasi dan kebijakan tentang
pelaksanaan administrasi dan penataan aparatur desa;

7. Pendampingan dan fasilitasi evaluasi tingkat perkembangan desa melalun
indikator angka indeks membangun :dan

8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan -Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berikut adalah penjelasan kelompok jabatan fungsional :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh
Bupati.

3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
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2.2 Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dldukung
sumberdaya manusia sejumiah 33 orang PNS yang terdiri dari 25 orang iaki-laki dan 8
perempuan. aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memegang
peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan daya saing daerah.
Dalam kondisi ideal sesuai analisa jabatan (bezeting) dengan memperhatikan struktur
organisasi saat ini jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember membutuhkan 48 orang dari ketersediaan
aparatur / sumber daya manusia saat ini yang hanya 29 orang atau 60%, sehingga masih
ada kekurangan sebanyak 19‘ orang atau 40%. Saat ini komposisi sumber daya manusia
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menurut latar
belakang pendidikan sebesar 15% atau 5 orang PNS berpendidikan Pasca Sarjana
Strata-2, 43 % atau 14 orang PNS berpendidian Sarjana Strata-1, 9% atau 3 orang PNS
berpendidikan Diploma 3, 30% atau 10 orang PNS berpendidian SLTA dan 3% atau
1orang PNS berpendidikan SLTP. Jika memperhatikan berdasarkan golongan
kepangkatan PNS, Sumber Daya Manusia yang tersedia meliputi 30% atau 10 orang
PNS golongan Hl/a s/d I/d, 55% atau 18 orang PNS golongan lii/a s/d Iii/d, dan 15% atau
5 orang PNS golongan IV/a s/d IV/d. Adapun berdasarkan Tipe Pegawai kondisi Sumber
Daya Manusia yang ada meliputi 55% atau 18 orang PNS menduduki Pejabat Struktura!
dan 45% atau 15 orang PNS menduduki Fungsional Umum. Sampai dengan akhir tahun
2021 jumlah sumber daya manusia yang fersedia tinggal 21 orang PNS, sehingga sangat
dibutuhkan penambahan sumber daya manusia (PNS) baru untuk menunjang kelancaran
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember. Selengkapnya data pegawai telah disajikan sebagaimana dalam Tabel 2.1
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Tabel 2.1

Data Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember (Kondisi per Juni Tahun 2017)

NO.

URAIAN

JUMLAH

Laki-laki

Perempuan

JUMLAH
SELURUHNYA

1. [Jumiah Pegawai PNS

25

33

Tingkat Pendidikan PNS

25

33

a. Doktor (8-3)

b. Pasca Sarjana Strata 2 (8-2)

w

5

c. Sarjana Strafa 1 (8-1)

14

d. Diploma 3 (D-3)

3

. Diploma 2 (D—é)

f. SLTA

10

g. SLTP

1

h. SD

Golon'gan Kepangka_tan PNS

33

a.lla

b

I'c

I/d

b. il/a

b

Il’c

I/d

N = N W

c. llifa

/b

li/c

iti’d

d. V/a

Vib

Vic

=N = =N A

vid

PNS Menurut Golongan Umur

a. < 30 tahun

1

b. 30 - 39 fahun

2
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C. 40 - 49 tahun 10 3 12
d. 50 - 55 tahun 2 3 5
e. > 55 tahun | 7 - 7
5. | Tipe Pegawai 25 8 33
a. Pejabat Struktural | 14 4 18
b. Fungsional Umum 11 4 15
¢. Fungsional Lain | N i -

Sumber : Sub Bag. Umum & Kepegawaian DIPEMASDES Kabupaten Jember
(2017)

2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pémberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup
memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 535 buah/set
atau senilai Rp. 3.732.346.210,- dengan 12 (dua belas) jenis barang yaitu Tanah, Alat-
atat Angkutan, Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga,
Alat-alat Studio dan Komunikasi, Alat-alat Laboratorium, Alat-alat Keamanan, Bangunan
Gedung, Instalasi, Buku Perpustakaan, Hewan Ternak dan Tumbuhan dan Aset Tak
Berwujud. Berdasarkan aset yang ada, sejumiah 487 buah aset yaitu dalam kondisi baik
dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pamberdayaan
Masyarakat dan Desa cukup diperiukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset
dimaksud, sedangkan 48 buah aset dalam bentuk Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
yang terdiri dari Alat Kantor (AlmariFiling Kabinet,dll.), Alat Rumah Tangga (Kipas
Angin,Televisi,AC), Peralatan Komputer (Komputer PC,Laptop,Printer, UPS), dan Meja
Kursi Kerja dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Aset dalam kondisi
rusak selanjutnya diusulkan uniuk dilakukan penghapusan. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan pemeliharaan
dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran
antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk
gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan /
Kendaraan Dinas, Alat-alat Studio/fKomunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana
Prasarana sebagaimana data Tabel 2.2
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Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

( Kondisi per Juni 2017 )

RO KONDISE
JAN | 'NILAI(Rp) [BAIK|RUSAK| KET.
T"300.000.000 | 1
2 | Alat-Alat 20 533.437.500,- | 20 -
Angkutan _
3 | Alat-Alat 3 Unit 28.255.000,-| 3 -
Bengkel & Alat
Ukur
4 | Alat-Alat 510 Unit 1.627.723.760,- 510 48 Diusuikan
Kantor & penghapusan
Rumah
Tangga
5 | Alat-Alat 29 unit 271.644.100,-| 29 -
Studio &
Komunikasi
6 | Alat-Alat 1 unit 1450.000,-| 1 .
Laboratorium
-7 | Alat-Alat 5 unit 43.515.200,-| 5 -
Keamanan
8 | Bangunan 13 ruangan | 1.445.9809.225-! 13 -
Gedung
9 | Instalasi 1 jaringan 4343800 | 1 -
10 | Buku 14 buah 6.341.000- | 14 -
Perpustakaan
11 | Hewan Ternak 3 tanaman 2.175.000,- 3 -
& Tumbuhan
12 | Aset Tak 1 unit 18.500.000,- 1 -
Berwujud
(Website)
JUMLAH 601 4.283.294.685,- | 601 48

Sumber ;: Sub Bag. Umum & Kepegawaian DIPEMASDES Kabupaten Jember

(2017)

Catatan : Hewan Ternak & Tumbuhan : Tumbuhan untuk taman, Aset Tak Berwujud :

Website DIPEMASDES
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2.3 Kinerja Pelayanan
Capaian kinerja dengan 10 indikator kinerja sasaran pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Jember dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 rata —rata
‘dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja.
Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya
penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator
sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Tahun 2010 - 2015
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Derajat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Jember yang masih tinggi
menjadikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi salah satu prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember. Realitas menunjukkan bahwa sebagian
besar penduduk miskin adalah masyarakat pedesaan, dimana mereka dengan segala
keterbatasannya memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah agar dapat
meningkatkan kualitas hidupnya dengan mandiri dan berkesinambungan.

Masih banyaknya jumiah penduduk miskin tersebut ditandai dengan rendahnya
tingkat pendidikan, kesehatan, kemampuan daya beli dan pendapatan membawa
pengaruh yang signifikan pada Indek'Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember.
Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat masyarakat di pedesaan yaitu melalui
memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa dan memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan
dalam menampung danmewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang
dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata
jumiah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut
serta dalam pémbangunan daserah melalui LPM. Besarnya rata-rata jurnlah kelompok
‘binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan
oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam
pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember
2016-2021, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rengcana Pembangunan Daerah, sehingga pada penetapan indikator kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan indikator kinerja
mandiri, beberapa indikator kinerja terkait dengan indikator kinerja pada Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri maupun
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
Komparasi Capaian Sasaran Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember terhadap Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L.
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Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan
dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator pemberdayaan
masyarakat dan desa tersebut, antara lain: (a) masyarakat mempunyai kemampuan
menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b)

'dapat berjalannya "bottom up planning’; (c) memampukan dan mengakfivitaskan

ekonomi; (d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (d) kemampuan
menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya
akan mampu dan bergéirah kuat untuk berpariisipasi dalam pembangunan, mampu
mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Tingkat
pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan
lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat
sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator
tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran
ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam mefihat
keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Semuanya tergantung pada
kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program
pemberdayaan masyarakat dan desa adalah merupakan suatu keniscayaan. Apabila
dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementrian Dalam Negeri (Ditjen PMD)
dan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen
PPMD) terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam
perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran
indikator dari renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja
yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat
sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja dalah adanya
perbedaan nomenkiatur kelembagaan OPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda
dalam pemberdayaan masyarakat, tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemerintahan
desa/kelurahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tidak menjadi Tugas
dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember.

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, Renstra K/ dan Rensira Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, maka dapat dirumuskan
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N tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Femberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

n

(2)

3)

(4)

®)

(6)

Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan
(Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk rhengatur hal-hal publik
menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah,
civil society dan dunia usaha/swasta;

Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke
pemberdayaan. Tepatnyal pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an,
bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan
awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat dan
desa mulai akhir 2016 hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan
kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;

Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat
mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar
guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;

Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan
masyarakat dan desa dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat
desa yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta
dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat dan desa;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Faktor Peluang Organisasi

(1)

(@)

Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan
penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang
berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan
mengedepankan pattisipasi rakyat (participatory based development) serta
pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor
growth);

Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada menciptakan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa untuk
berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan
memberdayakan masyarakat desa dengan mengandung arti untuk melindungi
masyarakat dan desa;
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(3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat dan desa yang
berkualitas dan berdaya saing, menuju masyarakat desa yang maju dan mandiri;
(4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang
menuntut masyarakat dan desa berperan aktiv dan menjadi subyek dari

kemajuan tersebut.
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BAB HI
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis
yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis
dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan OPD, capaian yang
telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada
target indikator kinerja sasaran hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi
pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung
dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 80 %, walaupun
rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan. Beberapa
permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, lokus
sasaran, koordinasi yang belum optimal serta database yang masih terbatas.

Tabet.3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

g DM / Ap Tupoksi | Perbedaan
PerBup No. 44 Sarana & Tata Kerja, | nomenkiatur

gas,
& Tata Kerja

Tahun 2016 Prasarana, Regulasi yg berbeda | keiembagaan Pusat,
pendanaan, & pada {K/L) | OPD Pemerintah
Tupoksi & Tata | Kementerian Dalam | Prov dan Pemerintah
KerjaKebijakan Negeri, Kementerian | Kab/Kota.
Desa PDTT dan
dinamika yang
berkembang di

Pemerintahan Desa
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Ketersedta—an
SDM

“SOM

32 orang vg

sejumlah

f}? jang,

.ﬁmm-: il

!nchkato Kinerja
Utama

Penempatan SDM
hrs sesuai dengan

r;"'er;l'g&ismn

penggantian PNS yg

‘ Pen.empatan
kurang optimal sesuai

SDM

baik dan 48
kondisi  rusak.
Perlunya

pemeliharaan &
perawatan pada
aset-aset yang
baik agar dapat
dimanfaatkan

terdii dari 25 kapasitas, pensiun kapasitas &

laki-laki & 8 kemampuan & kemampuan

perempuan jauh tupoksi

dari . kondisi

ideal, sehingga

diperiukan

tambahan

aparatur/SDM
Ketersedian Jumlah aset | Indikator Kinerja | Pemeliharaan & | Penghapusan  aset | Tidak ada
sarana 601, vang terdiri | Utama pengadaan yang rusak dan tidak | permasalahan yang
prasarana dari 601 kondisi sarana prasarana | dapat digunakan. berarti , tetapi masih

diperiukan

pemeliharaan secara
herkala semua aset

yang kondisi baik.
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optimal.
Hasil gambaran  pefayanan
OPD

Persentase 14,51 % indikator Kinerja | Fasilitasi & | Regulasi & kebijakan | Masih banyakrya
Pembangunan Utama pembinaan Pemerintah Pusat, | sarana & prasarana
Sarana kegiatan Pemerintah Provinsi, | yang perlu ditangani
Prasarana Pemdesa &
Pedesaan (%) Masyarakat
Jumlah Desa / 0 Indikator Kinerja | Keterbatasan Reguiasi & kebijakan | Kurang  optimainya
Kelurahan yang Utama akses  jaringan, | Pemerintah Pusat, | peran Pemdes
terkoneksi SDM terbatas Pemerintah Provinsi, | tentang  pentingnya
internet (Desa / Pemdesa & j keterbukaan
Kelurahan) Masyarakat informasi publik
Jumilah 26 Indikator Kinerja | Batas & Asset | Regulasi & kebijakan | Kurang optimal peran
Kerjasama Utama Desa belum { Pemerintah Pusat, ' Pemdes tentang
Antar Desa terdata  dengan | Pemerintah Provinsi, | dokumentasi asset &
{Lembaga) benar Pemdesa & | batas desa

Masyarakat
Jumlah Desa yg Indikator Kinerja | Data potensi & | Regulasi & kebijakan { MoU antara
memiliki tenaga Utama prioritas Pemerintah Pusat, | Perguruan Tinggi
dosen kebutuhan desa Pemerintah Provinsi, | dengan Pemkab.
pendamping Pemdesa & ; Jember
sesuai dengan Masyarakat
bidang keahlian
yang
dibutuhkan
{Desa/Keluraha
n)
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Angka Indeks Keterbatasan Regulasi & kebijakan | Koordinasi &
Desa 228 Utama Sumber Daya Pemerintah  Pusat, | sinergitas lintas
Membangun Pemerintah Provinsi, | sektor
(Desa) Pemdesa &
Masyarakat
-Sangat 1
tertinggal
-Tertinggal 48
-Berkembang 114
Maju 80
-Mandiri 5
Persentase 0 Indikator Kinerja | Kualitas SDM di | Regulasi & kebijakan | Dinamika
perangkat Desa Utamsa Desa Pemetintah Pusat, | Pemerintahan Desa
yang Pemerintah Provinsi, | yang dinamis
mempunyai Pemdesa &
gertifikat Masyarakat
kompetensi (%)
Rata-rata Indikator Kinerja | Penguatan & | Regulasi & kebijakan | Kurang  optimalnya
Jumiah 248 kelompok | Utama pembinaan Pemerintah  Pusat, | peran LPMD/K
kelompok LPMD/K Pemerintah Provinsi, | memobilisasi &
binaan LPMD/K Pemdesa & | menumbuhkan
Masyarakat partisipasi
masyarakat
Rata-rata Indikator Kinerja | Penguatan & | Regulasi & kebijakan | Kurang  optimalnya
jumiah 280 kelompok | Utama pembinaan  TP- | Pemerintah Pusat, | peran PKK
kelompok PKK Kab, Kec, | Pemerintah Provinsi, | Desa/Kelurahan
binaan PKK Ds/Kel. Pemdes & | memobilisasi
Masyarakat masyarakat
Prosentase indikator Kinerja | Penguatan & | Regulasi & kebijakan | Kurang  optimalnya
LPM D/K 0,80% Utama pembinaan Pemerintah Pusat, | peran Pemdesa [/
Berprestasi kelembagaan Pemerintah Provinsi | Kelurahan
LPMD/K Pemdes &
A Masyarakat
Prosentase 100% Indikator Kinerja | Penguatan & | Regulasi & kebijakan | Tidak ada kendala &
.PKK Aktif iama pembinaan Pemerintah Pusat, | hambatan vang
kelembagaan TP- | Pemdes & | berarti.
PKK Kab,Kec. | Masyarakat
Ds/Kel.
Prosentase Indikator Kinerja | Penguatan & | Regulasi & kebijakan | Tidak ada kendala &
Posyandu Aktif 100% Utama pembinaan Pemerintah Pusat, | hambatan yang
kelembagasn Pemdes & | herarti,
Sektap Pokjanal Masyarakat
Prosentase Indikator Kinerja | Fasilitasi & 'T'Eﬁgkat partisipasi | Kurang  optimalnya
Partisipasi & 2% Utama pembinaan masyarakat & tokoh | peran menitoring,
Swadaya kegiatan masyarakat avaluasi & pendataan
Masyarakat
terhadap
program
Pemberdayaan
Masyarakat
Prosentase Indikator Kinerja | Fasilitasi & | Regulasi & kebijakan | Kurang  optimainya
Pemeliharaan 100% Utama pembinaan Pemerintah  Pusat, | kesadaran
Pasca Program kegiatan Pemerintah Provinsi, | masyarakat  untuk
Pemberdayaan Pemdes. melestarikan  pasca
Masyarakat program




Fasilitasi Regulasi & kebijakan | Kurang  memahami |
Penggunaan 12,5% Utama pembinaan Pemerintah Pusat, | pentingnya 1TTG bagi
Tehnologi Tepat kegiatan Pemerintah Prov & | peningkatan
Guna di tingkat partisipasi | kesejahteraan
Pedesaan masyarakat masyarakat
Prosentase indikator Kinerja | Fasilitasi & | Regulasi & kebijakan | Masih belum optimal
Lembaga . 531% Utama pembinaan Pemerintah Pusat, | & kurang pahamnya
Ekonomi kegiatan Pemerintah Prov & | Pemerintah Desa
Pedesaan tingkat partisipasi [ untuk menggali
masyarakat potensi SDA & SDM
di pedesaan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021, bahwa Visi
Pembangunan daerah adalah " Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur,
Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri ", sedangkan Misi Pembangunan adalah 1.
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ;@ 2. Mewujudkan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Berkeadilan ;: 3. Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis
Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menjabarkan arahan
Perubahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja
organisasi perangkat daerah..

Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik
strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data
mengenai keberadaan mereka (by name & by address). Database Peduduk rniskin hasil
pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan sehingga perlu dilakukan verifikasi.
Penanggulangan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin, tidak dapat
menggunakan ukuran efisiensi, yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas,
sehingga dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan
kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan
dalam pelayanan OPD.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya mencakup
kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam
kehidupan sosial poiitik yang oleh BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan. Hal
tersebut memeriukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di
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tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah
kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Pengembangan teknologi
yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan pelayanan OPD
khususnya pada perwujudan program yang mendorong percepatan penanggulangan
kemiskinan, sehingga mampu mereduksi rumah tangga miskin di Kabupaten Jember,
melalui tiga strategi mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan
kelembagaan,

3.3 Telaahan Renstra K/l. dan Renstra Provinsi/ Kabupaten / Kota

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang sinergis
dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : (1)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; (2)
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat; (3)
Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;, (4) Meningkatnya pengelolaan SDA dan
TTG, adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan desa dikarenakan nomenkiatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan
sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah keterbatasan database
utamanya terkait dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam
yang potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhar teknologi tepat
guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, perubahan dinamika pemerintahan desa
saat Pilihan Kepala Desa atau Pergantian Antar Waktu Kepala Desa akan berakibat
terganggunya keamanan dan keteriiban di masing-masing Desa. Munculnya regulasi
tentang desa yang diinisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi
tersebut, menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa
termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu tantangan
bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk menyiapkan
kapasitas masyarakat, kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa, Pemerintahan Desa
termasuk didalamnya Badan Perwakilan Desa agar mempu menjalankan amanah
regulasi dimaksud. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya mas_y_arakaf- miskin, ketersediaan
dekumen-dokumen perencanaan yang partisipatif_ di.:tingkat desé dan kelurahan, serta
kemauan pemerintahan desa dalam meniﬁgkatlgani_‘_Kgp_as_ita_snya, “menjadikan faktor
pendorong dalam mendukung pelayanan E_)inés“‘_Fiéimberdas'fééﬁgf_'Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar-belakangi oleh berbagai
aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan iimu pengetahuan dan
teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan/perluasan jaringan
komunikasi dan transportasi dan lain sebagainya yang akan membawa perubahan
terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia
didalamnya. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan antar daerah,
sekior, dan masyarakat serta pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil
. guna, serasi, selaras dan seimbang diperlukan arahan kebijakan pembangunan daerah
dalam konteks dimensi ruang; ‘

Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkar
penyediaan RTH publik di kawasan pefkotaan sebesar 20% dari luas kawasan
perkotaan. Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan
RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan
perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena
terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan
mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dli) sehingga
bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KL.B)-nya.

Selama kurun waktu Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Jember telah
melaksanakan program/kegiatan penataan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan ruang
terbuka hijau. Sehingga dapat dicapai tertatanya 12 Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Jember Kota dan Kecamatan Kota.

RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015 sampai dengan 2035, disusun
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
dan telah melalui sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Timur. Secara teknis .

dan substantif, RTRW Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan .
Umum Nomor 16/KPTS/M/2008 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten,
dengan suatu mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri_:

Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nc_)_r_n_or____' o

11/KPTS/M/2009.
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Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua
peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah
mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten
Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 — 2035. Secara
umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang
Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan
rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan
suatu wilayah Kecamatan dengan pendekatan Sistim Perdesaan berupa Pusat
Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi
Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa,
Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan
pendukung aktifitas wisata

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan
utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut,
sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya
yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi,
sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk
fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.Hal ini mengindikasikan
bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan
suatu wilayah.Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lingdung meliputi kawasan
hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan
perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya,
kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan
untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan
'hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan
peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan
perunfukan permukiman dan kawasan peruniukan lainnya meliputi pertahanan dan
keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor
informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka
merencanakan tata ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu fingkungan yang
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produktif, aman dan berkelanjutan.Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan
pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait
denganstruktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan peruntukannya.

P.ETA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER
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Pelaksanaan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yang berkaitan dengan
urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih menitikberatkan pada Program Umum
Perwujudan Pola Ruang Wilayah khususnya kawasan budidaya pada permukiman dan
peruntukanlainnya, yang diantaranya meliputi : 1. Penataan ruang dan pengembangan
kawasan permukiman perdesaan, dan 2. Pengembangan kawasan perdagangan dan
jasa; dan pengembangan kantor pemerintahan di pedesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada
hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat

pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebuakan
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rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak
terhadap lingkungan, sebagai intrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan
rencana dan program pembangunan serta iebih mengedepankan aspek deliberative
artinya setiap Iangkéh melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program
pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana
pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya
berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengaﬁ (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jember 2016-2021 dan berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa lebih mengedepankan pendekatan Isu-Isu Kesejahteraan Rakyat yang
memerlukan perhatian dan penanganan prioritas dalam rangka meningkatkan harkat dan
martabat masyarakat di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember
berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan, permasalahan
kemiskinan, kesejahteraan perempuan dan anak, dan disparitas pembangunan antara

wilayah.

Tabel.3.2
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021
Isu Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan lan

Perbaikan gizi | Meningkatkan ehidupan

masyarakat kesehatan & | pelayanan penjamin | sehat pada tingkat rumah
mengurangi  angka | gizi tingkat dasar tangga (melalui

kesakitan posyandu)
2 | Pengembangan Meningkatkan Pengembangan Pengenalan  kehidupan
lingkungan sehat kesehatan & | lingkungan sehat | sehat pada fingkat rumah

mengurangi  angka | berbasis partisipasi | fangga
kesakitan masyarakat
3 | Peningkatan Memenuhi kebutuhan Pengembangan Mengembangkan sistem
kualitas dan | papan & menghindari perumahan  vertlkal | rusun yang nyaman &
kuantitas fenomena bermukim | pada kawasan tepat | berkualitas di  daerah
penyediaan rumah | kumuh pada kawasan | untuk terbangun | perkotaan, sedangkan
sehat terlarang maupun  rehabilitasi | didaerah pedesaan

rumah layak huni

melalui perbaikan rumah
kurang layak huni bagi
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4 Pemberdayaan Meningkatkan Pembedayan
kelembagaan kapasitas masyarakat | lembaga lembaga sosial &
kesejahteraan kesejahteraan melibatkan partisipasi

masyarakat masyarakat terhadap
kepedulian lingkungan
sekitar.

5 | Pemberdayaan & | Meningkatkan Pemberdayaan & | Pemberdayaan berbasis
peningkatan .| kapasitas masyarakat | peningkatan potensi & ekonomi [okal.
partisipasi dalam pembangunan | partisipasi masyarakat
masyarakat desa desa desa dalam

pengembangan
ekonomi lokal

3.5 Penentuan isu-isu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPD dan renstra K/LSKPD Kab./Kota,
serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam
penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Bapemas
Provinsi Jawa Timur telah diawali dengan antara lain dapat dilakukan dengan cara forum
Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh unsur bidang, Bapemas
Kab./Kota dengan narasumber dari unsur Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang
mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regionalflokal. Isu
strategis yang mengemuka antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan
Kemiskinan, walaupun Jawa Timur telah melampaui target dengan penduduk miskin 15,5
% pada tahun 2015, Era Globalisasi/ pasar bebas,ASEAN Economic Community (AEC),
Ekonomi hijau atau green economy,Global Warming dan Potensi krisis ekonomi dunia.
Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumiah Penduduk Miskin yang masih
cukup besar berdasarkan berita resmi statistik, jumlah penduduk miskin nasional per
september 2013 adalah sebesar. _23';_55_3"_.'9§9-_-atau 11,47% sedangkan di Jatim jumlah
penduduk miskin sebesar 1__2;7_3__%_;{43’65_'@2@:"implementasi Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Jawa Timur memiliki peran yang
sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan
kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian
gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah
sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan
kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan.
Semakin terbukanya hubungan antar negara, pasar bebas, AEC menjadi pendorong
Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi
masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasicnal
maupun internasional,selengkapnya isu strategis sebagaimana Tabel 3.2. Selanjutnya
terhadap isu strategis dimaksud ditentukan kriteria penentuan isu strategis dan dilakukan
pembobotan sampai dengan diperoleh hasil skoring isu strategis sesuai dengan

prioritasnya

Tabel 3.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Dinamika Regional / Lokal -

Y

K Target SDGs dalam | Jumiah penduduk miskin di Penduduk miskin Jember 277,390
Penanggulangan Kemiskinan | Kab. Jember terbesar di | (PPLS 2014)

Prov, Jawa Timur

2 | Era Globalisasi / Pasar Bebas | Semakin terbukanya | Jember menuju  pertumbuhan
hubungan antar negara ekonomi yang inklusif

3 | ASEAN Economic Community | instabilitas harga komoditi | Banyaknya lembaga ekonomi mikro
(AEC) vang ada di desa / kel merupakan
potensi ekonomi yang perlu
ditingkatkan kemampuan dan daya
saingnya serta disinergikan satu
dengan yang lain.

4 | Ekonomi Hijau / Green | implementasi UU No. 8 Th. | Partisipasi dan swadaya masyarakat

Economy 2014 tentang Desa pedesaan
5 Global Warming Pengarusutamaan gender | Pelanggaran etika & kekerasan
dalam rumah tangga |
6 | Potensi krisis ekonomi dunia | Bencana alam Tingkat pengangguran meningkat
7 Krisis Energi Dunia Kenaikan harga BBM dan | Kelangkaan stok BBM memicu krisis
Tarif Dasar Listrik sosial
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Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut, isu strategis yang memiliki ferkait dengan
kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin dan target SDGs. Isu strategis Implementasi
UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan desa yang memadai, memperoieh skor pada urutan berikutnya,
mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap
pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota, dimana dengan
UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat
desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus
pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan
mekanisme vyang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro vyang ada di
desa/kelurahan me'rupakan pbtensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan
daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain untuk menghadapi era pasar
bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk iuar negeri.
‘Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan
pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat,
untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

3.5.2 Penentuan Isu-Isu Pembangunan di Kabupaten Jember

Hasil telaah analisis gambaran isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember yang
tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lebih menitikberatkan pada kurang siapnya
masyarakat desa, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa
dalam menghadapi era giobalisasi dan transformasi informasi yang telah berkembang
pesat, sehingga ketertinggalan masih menjadi kunci utama dalam memajukan
pembangunan masyarakat pedesaan. ldentifikasi isu-isu pembangunan pedesaan
tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Isu-lsu Pembangunan di Kabupaten Jember

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

rakét dan desa masiﬁ .belu'r;‘

Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masya
memadai :

2 Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah

Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergis dalam upaya untuk pengentasan
kemiskinan

Penyiapan kelembagaan desa untuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 belum dilaksanakan
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5 Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa

6 Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi Desa

Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Belum optimainya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan
kemiskinan yang terintegrasi

Tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang belum merata, sehingga masih
] terdapatnya status desa sangat tertinggal dan tertinggal berdasarkan angka indeks
desa membangun

10 | Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal

Memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember seperti tersebut pada
tabel diatas sangat diperlukan peran nyata dan kerja keras semua stake holder mulai dari
masyarakat pedesaan, lembaga kemasyarakatan di desa, pemerintahan desa,
kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk saling percaya, saling
membutuhkan dan saling mendukung secara bersama-sama untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kapasitas dalam pemenuhan
kebutuhan dan haknya.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visidan Misi
Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin

dicapai Kabupaten Jember melalui penyelenggaraan tugas, fungsi dan tata kerja OFD
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Bupati Jember yag tertuang
pada RPJMD 2016-2021 adalah " Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur,
Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri ", sedangkan Misi Pembangunan adalah 1.
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ; 2. Mewujudkan
Pemenuhan Kebutuhan Désar Masyarakat dan Berkeadilan ; 3. Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis
Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

OPD harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Bupati kedalam program dan
. kegiatan yang langsug berseniuhan dengan masyarakat, dalam upaya mencapai kinerja
pembangunan daerah pada aspek-aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya
saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan,
baik dalam skala daerah,nasional, regional maupun internasional.

42 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adaiah tahap perumusan untuk menentukan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat pricritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember selama lima tahun
kedepan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan memecahkan permasalahan dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada kurun wakiu 5 (lima) tahun kedepan
adalah "Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa".

Adapun sasaran strategis yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.
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Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

oiese]

eningkat Meningkatnya Persentas 287 | 309 | 38,7 | 40,7 | 448 | 46,9 46,9%
kan kemajuan dan | desa  maju % % % % % %

kemajuan | kemandiri an | dan mandiri

dan desa

kemandiri

an desa
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4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalan& Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana
program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah
tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil
(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. |

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat di pedesaan
(people centered development),yaitu pengembangan kemampuan sosial (social capabilities)
terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam
memperoleh mata pencaharian (livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs fulfillment), mengelola aset (assefs management), berpartisipasi dalam kegiatan
kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan
dan tekanan (cope with shocks and stresses).

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah:
(1) Meningkatkan landasan pembangunan desa dengan beban pertanggungjawaban pada

seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang

didalamnya meliputi ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam
dokumen lampiran ( Lampiran Tabel 4.2 hal. 58)

PERUBAHAN RENSTRA DIPEMASDES 2016 - 2021 47




implementasi strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi
perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Perubahan Renstra 2016—2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, kebijakan tersebut meliputi

1. Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang [DM;
3. SK Dijen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian

Desa.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Jember dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa adalah sebagaimana tertuang pada Misi 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bailk
(good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan
publik” dengan Indikator Kinerja Utama : Indeks Reformasi Birokrasi yang dijabarkan
dalam tujuan memperkuat kelembagaan Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan
keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa/keiurahan dalam rangka Mewujudkan
Jember Kuat dan Bersih

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
ARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN

SR

ELAVANAN PUBLIK

. TUJUAN. ~ STRATEGI — KEBIJAKAN
1.Méningkatkan 1.Meningkéﬁiyé% T Menihgkatkah landasan | 1. Kriteria status desa
kemajuan dan kemajuan dan pembangunan desa berdasarkan UU Mo 8
kemandirian desa kemandirian desa dengan beban Tahun 2014 tentang

pertanggungjawaban pada Desa;
seluruh  bidang Dinas | 2 permendes

Pemberdayaan Pembangunan Daerah
Masyarakat dan Desa Tertinggal dan
Kabupaten Jember yang Transmigrasi  tentang
didalamnya meliputi IDM;
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i

SYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN

2

WELAKSANAKAN REFORMAS] BIROKRAST DAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KEBIJAKAN

ketahanan

lingkungan,

ketahanan ekonomi, dan
ketahanan sosial.

3. SK Dirjen PPMD No 30

Tahun 2016

tentang

Status Kemajuan dan

Kemandirian Desa.
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BABV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengantar
Rencana program dan kegiatan.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Jember, berisi program-program dan kegiatan prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih dalam pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun untuk
pemenuhan layanan minimal OPD dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa. Sekaligus penyajian indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam rangka perencanaan
program dan kegiatan yang dapat terukur. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumiah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan
selama 5 (lima) tahun mulai 2016 s/d 2021. Program-program dan kegiatan prioritas yang telah
disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam penyusunan Rencana Strategis
OPD dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
yang mengacu kepada kepada tujuan dan sasaran pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana terlampir pada Lampiran 5.1.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan OPD

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
didukung oleh kegiatan — kegiatan rutin maupun pembangunan, selengkapnya matriks Tujuan,
Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perubahan Renstra
OPD untuk kegiatan Rutin dalam rangka kelancaran pelayanan kebutuhan dasar operasionatl kantor,
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kefja, peningkatan disiplin aparatur maupun laporan
akuntabilitas pemerintah daerah tertuang sebagaimana terlampir pada Lampiran 5.2.
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BAB Vi
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Pengantar

Indikator kinerja sangat diperlukan untuk mengukur secara kuantitatif dan atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan
sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan, apa bukti keberhasilannya dan seberapa
banyak keberhasilan yang telah dicapai. Pengukuran indikator kinerja menjadi kata kunci
apakah program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus atau
bertahap dan bahkan dapat tidak dilanjutkan manakala hasil evaluasi dirasa target telah
tercapai. Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyerakat dan Desa
Kabupaten Jember yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
datam rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah
sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

R

e

o

55

S ;
020 | 2021

Persentase
229 Pembangunan 14,51 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,44 | 18,14 40,00
Sarana Prasarana
Pedesaan (%)

Dipemasdes

Jumlah Desa vang

22.14 terkoneksi internet

0 0 50 50 50 50 26 226 Dipemasdes

o2 | Kerjasama Desa " O

Jumlah - Kerjasama
222 Antar Desa 26 26 26 26 26 26 26 26 Dipemasdes

(Lembaga)

T Administrasi” |
Pemerintahan Desa: - |: 7

Jumlah Desa yang |- o
memiliki tenaga- .o T T

dosen. pendamping.

22 10 sesuai dengan bidang.

] keahlian - - “yang:

- dibutubkan..........

{Desa/Kelurah

L |50 50 50 50 26 226 Dipernasdes

TRA
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Angka Indeks Desa ,
. b
2211 Membangun (Desa) ipemasdes
a. Sangat Teringgal 1 1 0 0 ] 0 0 0
b.Tertinggal 48 48 37 27 16 6 0 0
¢. Berkembang 114 114 115 118 118 119 120 120
d. Maju 60 60 64 68 72 76 81 81
&. Mandiri 5 5 10 15 20 25 25 25
Prosentase Desa .
22,12 Maju dan Mandiri (%) 28,76 28,76 | 32,74 | 36,72 | 40,70 | 44,69 | 46,90 46,90 Dipemasdes
Persentase perangkat
Desa yang o5 | 100 Dipemasd
22.13 mempunyai  sertifikat 0 0 80 85 g0 100 ipemasdes
kompetensi (%)
© . |lembaga
- Kemasyarakatan, |
4 Lembaga Adat, dan |
Masyarakat Hukum . |- -
 Adat o
Jumlah kelompok
binaan Lembaga
22.1 aea’::::&fa“ 248 260 | 275 | 300 | 330 | 380 | 430 430 Dipemasdes
(LPMD/LPMK)
(Kelompok) )
Jumiah kelompok _
222 binaan PKK 280 280 | 280 | 280 280 280 | 280 280 Dipemasdes
(Kelompok} .
Persentase LPM g
. . - . 4 } ' : 4 ; "
223 Berprestasi (%) 0,80 2.4 4,03 564 7,25 8,87 | 10,48 10,48 Dipemasdes
Persentase PKK akfif
224 (%) 100 100 | 100 100 100 100 100 100 Dipemasdes
Persentase Posyandu
22.5 Aktiv (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Dipemasdes
Jumlah Desa vyang _
228 sudah membentuk 12 22 57 o7 137 177 226 226 Dipemasdes
BUMDesa (Desa)
Persentase Swadaya
Masyarakat terhadap :
227 Program 2 2 2 3 3 4 4 4 Dipemasdes
Pemberdayaan
Masyarakat (%)
Persentase
Pemeliharaan pasca
228 program 100 100 100 100 100 100 100 100 Dlpemasdes
pemberdayaan
masyarakat (%)
Persentase
Penerapan Tehnologi Dipemasdes
229 Tepat Guna (TTG) 12,5 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 75
Pedesaan (%)
Honor yang diterima
RT dan RW Dipemasdes
berdasarkan  kriteria 150.0 | 200.0 | 2000 ; 200.0 | 2000 { 200.0
2210 | Cotisipasi datam | °°%% | oo |00 | oo | o0 | oo | oo | 200000
program
pembangunan (Rp.)
Jumlah Pasar
22.11 Tradisional Desg 14 - 15 15 15 15 15 75 Dipemasdes
{Pasar)
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6.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan
jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran
tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren
disetiap strategi, dibutuhkan keb_ijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing
strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya
secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja
daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri sefiap tahun sehingga kondisi Kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan pada strategi terpilih
sebagaimana bab terdahulu, maka pada bab ini disajikan Indikator Kinerja Outcome dari
Program Prioritas yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 20156 s/d 2021

Kabupaten Jember sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 6.2 Indikator Outcome dan Program Prioritas yang Sesuai Tujuan dan
Sasaran RPJMD

g
A

P v

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik {good governance), dan bersth (clean govern

serla profesionalitas pelayanan publlk dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih
ND. 'KONDt
JanjiKerja | Honor yang | Identifikasi RT Menyediakan Program Persentase
18 diterima RT dan RW by perangkat Pembinaan Penyusunan 100% DPMD
dan RW narme by penilaian atas | dan Fasflitasi Pedoman - 0
berdasarkan addres RT dan RW Pengelolaan Desa
kriteria yang Keuangan
partisipasi berpartisipasi Desa Jumnlah desa - 226
datam dalam yang sudah BUMDesa
program pembangunan membentuk
pembangunan BUMDesa
Jumiah desa - 226 Desa
yang
menerima
perbup
Persentase - 90%
data desa
yang
tersusun

PERUBAHAN RENSTRA DIPEMASDES 2016 - 2021 53




L
v

e

Mernperkuui kelembagqqn Desa dulam rang

kd rhen!ngkalkan keteriibatan ddn kesejuhfemun‘

Tu]uqn 2 :
masyarakat Desa dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat dan Bersih
NO | ARAN .- "INDIKATOR : -‘-'-STRATEGI KEBIJAKAN "PROGRAM- - | INDIKATOR | KONDISI . KONDISH 'Pii_\
o SASARAN " N RO UMUM ~PRIORITAS ‘|  OUTCOME | AWAL AKHIR -
2 | Meningkatkan Pendamp!ngan Melakukan Program Persentase 0% 100% DPMD
Sinergi Jumlah Desa. | perguruan . kerjasama Pendampingan | Desa/Kelura
perguruan yang memilikl | tinggl melalul | dengan Desa melalui | han ¥g
tinggi dengan | tenaga dosen | gerakan safu Pemuruan Kerfa $ama | memiliki
masyarakat pendamping desa satu | Tinggl Negerl | Perguruan tenaga
Desa untuk | sesuai dosen dalam | dan  Swasta | Tinggl dossen
penguatan dengan rangka dalam pendamping
kelembagaan | bidang mempercepat | melakukan gesuai
masyarakat keahlian yang | penguatan - pendampingan dengan
Desa dibutuhkan kelembagaan | satu desa satu bidanp
Janji Kerja masyarakat dosen keahlan vy
17 desa dibutuhkan
Program Persentase 0% 100 %
koordinasi, rekomendast
pembinaan hasil
dan koordinasi
penyelenggara | pembanguna
an n  wilayah
pembangunan | kecamatan
wilayah
kecaifeiy Persentase 0% 100%
Desa yang
sudah
menyususn
APBDes,SPJ
APBDes
sesuai
Pedum
Persentase Peningkatan Melakukan Program Jumiah desa 0 226 Desa
perangkat kemampuan pelatihan Peningkatan yang
Desa/kelurah | bendahara terhadap Kapasitas dilakukan
an yang | desa  dalam | bendahara Aparatur peningkatan
mempunyai aspek desa tentang { Pemerintah kapasitas
sertifikat keuangan penggunaan Dess aparatur
kompetensi Desa aplikasi pemerintah
Siskeudes desa
{Sistern
Keuangan
Desa)
Peningkatan Metakukan Program Persentase 0% 0%
kemampuan pelathan dan | Peningkatan kemampuan
operator Desa | pembinaan Kapasitas pelatihan
dalam kepada Sumber Daya | internet dan
pengelolaan operator desa | Aperatur bimtek
website Desa id untuk dalam
menglsl dan keglatan
mendesain pelatihan
Konten
wabsite desa
3 | Meningkatkan | Angka Indeks | Pengembanga Melakukan Program Angka 1 i)
akselerasi Desa n dan pembinaan, Pengembanga | Indeks Desa sangat sangat
pelaksanaan Membangun panguatan inisiasi dan n Desa Maju Membangun | terfinggal | tertinggal
kelembagaan kelembagaan evaluasl dan Mandir
Desa sesuai desa dan penyelenggara {(P2DM2) 46 Desa 0 Desa
dengan ketahanan an tertinggal | tertinggal
Undang- masyarakat pemerintahan
tindang desa menuju desa, 114 Desa | 120 Desa
Desa/Perda/P desa Majudan | kemandirian Berkemb | Berkemba
erbup Mandirl ekonom! desa, . ang ng
Janji Kerja Sosial dan '
17 Budaya 60 Desa 60 Desa
masyarakat Maju Maju
desa . 5 Desa 5Desa
-~ Mandirl Mandir
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Mroblshis/Ag

ol : I(erukyaiqn' 'yang Mand!z{ _dan- Berc}uya ‘Saing, Berbasls
Tindusialisasl Secara Berkelanjutan .

Tujuan 1: Meningkatkan pendopa!an para pedagang dan UMKM serta Koperasl uniuk menln gkqikun kesajuhiemqn
kelvarga dalam rangka mewujudkan Jember Mandirt

NO | SASARAN INDIKATOR | STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR | KONDISI | KONDISI PD
' SASARAN uMuM PRIORITAS OUTCOME AWAL AKHIR
. . . 2021
4 | Meningkatnya | Jumlah Desa | Penguatan Membentuk Program Jumlah 14 pasar | 75 pasar | DPMD
omset dan | yang sudah | kapasitas SDM | BUMDesa Pemberdayaa | pasar desa desa
aset UMKM | membentuk dan sebagai pilar | n tradisional
dan kualitas | BUMDesa Kelembagaan | utama menuju | Perekonomian | desa ¥g
kelembagaan Ekonomi . di | kesejahteraan | Pedesaan (F4) | terbangun
koperasi Pedesaan dan
serta melalui kemandirian
Pengembang Pengembanga | ekonomi
an Ekonomi n BiUMDesa masyarakat
Perdesaan pedesaan
(BUMDesa)
Janji Kerja 9 Persentase 2,86% 15,04 %
‘ Sarpras  ¥Yg
terbangun
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BAB Vi
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kabupaien Jember ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan,
aksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Berber dalam kurun waktu ima tahun (2016 - 2021).

Perubahan Rencana Strategis ini disusun sedemikién rupa sehingga hasil
capaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Iaporah |

ntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
:'abupaten Jember Tahun 2016 - 2021, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan
pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap
%Jerubahan sesuai perkembangan. Secara ope’fasional, Perubahan Renstra Dinas
: mberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 akan
dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pembérdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu,
maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian
dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana
| Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebelumnya.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ini diucapkan penghargaan
yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember d_apat gilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan
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BAB }

1.1.GAMBARAN UMUM

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk
berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/tingkungan. Perangkat indikator yang
dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan
konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi
kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa
untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan
keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah
lingkungan dengan mengelola potensi surnber daya alam secara baik dan
berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja
sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa
berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa
serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan
intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat
dari Pemerintah sesual dengan partisipasi Masyarakat yang berkcrelasi dengan
karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

1.2.LANDASAN HUKUM
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa tahun 2017,

4, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa No. 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa.
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2.1.METODE PERHITUNGAN

2.1.1. SUMBER DATA
Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh

desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan
terhadap status desa dan perkembangan desa.

2.1.2. TEKNIK PERHITUNGAN
Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu O - 5. Penetapan skor

berdasarkan hasil FGD Analitycal Hierarchy Process (AHP). Perhitungan
indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang
kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

_ ZiSkor X

T me x5

Ix = indeks

n = jumlah indikator
Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu
indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator
tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor
rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks
ketahanan lingkungannya berikut
Indeksu,lgkungan = ———=====(,8
Penghitungan Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial,
Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang
dihitung dengan rumus:

IKS+IKE +1K1,

IDM = 3

IDM : Indeks Desa Membangun | IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi
IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan
Scoring masing-masing item instrument dapat dilihat pada fampiran |

P ——— T D A LT A KT TS R o s ———————— S sy
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2.2. PENENTUAN STATUS IDM
Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM £ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM £ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM = 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM = 0,8165
5. Desa Mandiri | : DM > 0,8155

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status
perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang periu
dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa
Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan
dengan Status Desa Tertinggal.

2. 3.TEKNIK ANALISIS
Teknik anaiisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif
merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik
variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan
tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi
‘umiah dan persentase atau proporsi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk
tabel atau grafik.
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3.1PENGORGANISASIAN PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

Datadisampaiken - '  Difen teintang
: . : Pemutakhitan -

- Softdan Hard-Copy D

PD Kecamatan

Tabel 1. Skema Pemutakhiran Data IDM

Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa ini melibatkan beberapa pihak
dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD),
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta
Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA
Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping
Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

3.2RINCIAN TUGAS
3.2.1 Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) melakukan pengisian kuisioner di
masing — masing Desa dampingan secara benar dan sesuai fakta data di

lapangan;

3.2.2 Tugas Kepala Desa melakukan tandatangan sebagai verifikasi kuisioner
yang telah diisi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) kemudian
disampaikan kembali kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk
disampaikan kepada Pendamping Desa (PD) Kecamatan dalam bentuk
softcopy dan hardcopy;
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3.2.3 Tugas Pendamping Desa (PD) Kecamatan mengkoordinir dan membantu
Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melakukan pengisian kuisioner,
merekap hasil status desa secara softcopy dan hardcopy, selanjutnya
membawa kuisioner untuk diverifikasi oleh Kecamatan;

3.24 Tugas Kecamatan melakukan tandatangan sebagai verifikator kuisioner
yang telah di verifikasi oleh Camat, kemudian disampaikan kembali
kepada Pendamping Desa (PD) Kecamatan untuk disampaikan kepada
Tenaga Ahli (TA) Kabupaten disertai dengan rekap data status desa

tingkat Kecamatan;

3.2.5 Tugas Tenaga Ahli (TA) Kabupaten mengontrol Pendamping Desa (PD)
Kecamatan dalam mengkoordinir dan membantu Pendamping Lokal Desa
(PLD), serta merekap hasil status desa pada tingkat kabupaten dalam
beniuk softcopy dan hardcopy, selanjutnya membawa kuisioner untuk
diverifikasi oleh DPMD Kabupaten dan BAPPEDA Kabupaten;

3.26 Tugas DPMD Kabupaten dan BAPPEDA Kabupaten melakukan
tandatangan sebagai verifikasi kuisioner yang telah di verifikasi oleh
Kecamatan, kemudian disampaikan kembali kepada Tenaga Anli (TA)
Kabupaten untuk disampaikan kepada Tenaga Ahli (TA) Provinsi disertai
dengan rekap status desa tingkat Kabupaten;

3.2.7 Tugas Tenaga Ahli (TA) Provinsi bertanggungjawab melakukan monitoring
Tenaga Ahli (TA) Kabupaten dalam mengontrol Pendamping Desa (PD)
Kecamatan, merekap data status desa di tingkat Provinsi dan
menyerahkan hasil dalam bentuk softcopy dan hardcopy, selanjutnya
membawa Kuisioner untuk diverifikasi oleh DPMD Provinsi dan Bappeda
Provinsi;

3.2.8 Tugas DPMD Provinsi dan Bappeda Provinsi melakukan tandatangan
sebagai verifikator kuisioner, kemudian disampaikan kembali kepada
Tenaga Ahli (TA) Provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk soffcopy
disertai rekap status desa tingkat Provinsi;

3.2.9 Tenaga Ahli (TA) Provinsi menyampaikan softcopy kuisioner melalui email:
pemutakhiran.idm2017@gmail.com dengan subject (kode provinsi) (nama
provinsi) contoh: 11 ACEH, sedangkan hardcopy yang sudah diverifikasi
oleh DPMD Provinsi dan Bappeda Provinsi disampaikan ke Direktorat
Jenderal Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat Desa, JIl. TMP
Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, DK| Jakarta, Indonesia,
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3.3 RINCIAN PELAKSANAAN
Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa dilakukan selama 2 (dua) bulan
mulai bulan Maret sampai bulan April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

NO TUGAS WAKTU PETUGAS
1. | Workshop
Pemutakhiran Status 12 — 13 Maret 2018 Datin Ditien PPMD
Perkembangan Desa
2. | Penyebaran Kuisioner 16 Maret —- 21 Maret 2018 TA Provinsi
3. | Pengisian Kuisioner 22 Maret ~ 31 Maret 2018 PLD
4. | Verifikasi Kepala Desa 01 April — 04 April 2018 PLD/ Kades
9. | Verifikasi Kecamatan . 05 April — 09 April 2018 PD/ Camat
® | Verifikasi Kabupaten | 10 April— 13 April 2018 _ W paada Kot
8. . . i . - TA Prov/ DPMD/
Verifikasi Provinsi 14 April — 18 April 2018 Bappeda Prov
9. | Penyerahan Kuisioner 19 April — 23 April 2018 TA Prov
10. | Pemutakhiran Pusat 24 April — 30 April 2018 Tim Datin PPMD
11. | Launching IDM 01 Mei 2018 Ditien PPMD
'STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKENMBAN G aney _'
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LANMPIRAN !

Setiap indikator diberikan skor antara 0 sampai dengan 5. Skor yang semakin tinggi
mencerminkan tingkat keberartian pada setiap indikator, Berikut ini merupakan
rincian prosedur pemberian skor dari setiap indikator.

IDM terdiri dari
IKS : Indeks Ketahanan Sosial
IKE : Indeks Ketahanan

IKS + IKE + IKL

Ekonomi Ibm = 3
IKL : Indeks Ketahanan
Lingkungan
INDIKATOR SKORING
‘Indeks Ketahanan Sosia . Z.S'kor indikator
IR o '17"5

Ska::'.ARSes Sai'ana Késéhéfan |

Jika waktu waktu tempuh (menit)
+ <30 maka skor 5

31 —~ 60 maka skor 4

61 — 90 maka skor 3

91 — 120 maka skor 2

>120 maka skor 1

Skor Dokter Jika jumlah dokter
+ 21 maka skor 5
* 0 maka skor 0
Skor Bidan Jika jumlah bidan

+ 21 maka skor 5
* 0 maka skor 1

Skor Tenaga Kesehatan Lain

Jika jumlah tenaga kesehatan lainnya
+ 2b5makaskor5
« 3 -4 makaskor4
« 2 maka skor 3
* 1 maka skor 2
+ (0 maka skor

Skor tingkat kepesertaan
BPJS

Jumlah penduduk peserta BPjY
Jumlah Penduduk

Jika hasil

>0,75 maka skor 5

0.6 — 0,75 maka skor 4
0,26 — 0,5 maka skor 3
0,1 - 0,25 maka skor 2
0 maka skor 1

* » .« & @

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN PESA

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017 -

Page 7




Skor akses terhadap
Poskesdes

Jika jarak tempuh menuju poskesdes (meter)
+ <500 maka skor 5

501 — 1000 maka skor 4

1001 — 2000 maka skor 3

2001 — 3500 maka skor 2

>3500 maka skor 1

L) L [ ] *

Skor aktivitas posyandu

Jika hasil Jumlah posyandu aktif 1 bulan sekali

Jumlah Posyandu
+ >0,75 maka skor 5
*+ 0,6 - 0,75 maka skor 4
* (,26 - 0,5 maka skor 3
+ 0,1-0,25 maka skor 2
* 0 maka skor 1

Skor akses terhadap SD/MI

Bila jarak tempuh menuju SD/MI (meter)

< 3000 maka skor 5

3000,01 - 6000 maka skor 4
6000,01 ~ 8000 maka skor 3
8000,01 -- 10000 maka skor 2
> 10000 maka skor 1

Skor akses terhadap
SMP/MTS

Bila jarak tempuh menuju SMP/MTS (meter)
» <6000 maka skor 5
+ 9000,01 — 8000 maka skor 4
= 8000,01 — 10000 maka skor 3
+  10000,01 — 11999,99 maka skor 2
+ 212000 maka skor 1

Skor akses terhadap
SMU/SMK

Bila jarak tempuh menuju SMU/SMK (meter)
* <6000 maka skor 5

6.000,01 — 8000 maka skor 4

8.000,01 — 10000 maka skor 3

10.000,01 — 11989,99 maka skor 2

2 12.000 maka skor 1

L] L ] - *

Skor Ketersediaan PAUD

Jika jumiah PAUD
+ 21 makaskor5
* 0 maka skor 1

Skor ketersediaan
PKBM/Paket ABC

Jika jumiah PKBM/ Paket ABC

* 21 makaskor5
* (O maka skor 1

Skor akses terhadap pu
keterampilan/ kursus

Jika jumlah pusat keterampilan/ kursus

* 21 makaskor5
* 0 maka skor 1
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Skor ketersediaan taman
bacaan masyarakat/
perpustakaan Desa

Jika taman bacaan masyarakat/ perpustakaan
Desa

* tersedia maka skor 5

+ tidak tersedia maka skor 1

Skor kebiasaan gotong
royong

Jika kebiasaan gotong royong
* terdapat maka skor 5
+ tidak terdapat maka skor 1

Skor Frekuensi Gotong
Royong

Jika Frekuensi Gotong Royong
* > 2 maka skor 5
* 0 -2 maka skor 3
+ 0 maka skor 1

Skor keberadaan ruang
publik

Jika ruang publik
» terdapat maka skor 5
+ tidak terdapat maka skor 1

Skor kelompok kegiatan
olahraga

Jika jumlah kelompok kegiatan olahraga
* >7 maka skor 5

6 — 7 maka skor 4

4 — 5 maka skor 3

2 — 3 maka skor 2

1 maka skor 1

0 maka skor 0

Skor Kegiatan Olahraga

Jika jumiah kegiatan olahraga
» >7 maka skor 5

6 — 7 maka skor 4

4 — 5 maka skor 3

2 — 3 maka skor 2

1 maka skor 1

0 maka skor 0

Skor Keragaman Agama

Jika jumiah jenis agama di Desa
* >1 maka skor 5
* 1 maka skor 1

Skor Keragaman Bahasa

Jika jumlah bahasa yang digunakan sehari-hari
* >1maka skor5
* 1 maka skor 1

Skor Keragaman Komunikasi

Jika warga Desa terdiri dati suku
» >1 maka skor5
* 1 maka skor 1

Skor Pos Keamanan

N —
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Skor Siskamling

Jika sistem keamanan lingkungan warga
» Terdapat maka skor 5
» Tidak terdapat maka skor 1

Skor Konflik

Jika konfiik di Desa
» Tidak terdapat maka skor 5
» Terdapat maka skor 1

Skor PMKS

Jika jumilah PMKS

* 0O makaskor$5
1 maka skor 4
2 maka skor 3
> 2 maka skor 2

. * L

Skor Akses SLB

0 maka skor 5

1 — 3 maka skor 4
4 — 5 maka skor 3
6 maka skor 2

> 6 maka skor 1

-1 Skor Akses Listrik

Jika = Jumlah Keluarga Memakaj Listrrik + Nonlistrik
Jumlah Keluarga Memakai Listrik

2 0,9 maka skor 5
0,8 — 0,89 maka skor 4
0,6 — 0,79 maka skor 3
0,5 - 0,59 maka skor 2
< 0,5 maka skor 1

Skor sinyal

Jika sinyal telepon seluler di Desa
« Kuat maka skor 5
* Lemah maka skor 3
» Tidak ada maka skor 0

Skor internet

Jika fasilitas internet di kantor Desa
* Terdapat maka skor 5
+ Tidak terdapat maka skor 1

Skor akses internet warga

Jika akses internet warga di Desa
+ Terdapat maka skor 5
+ Tidak terdapat maka skor 1

Skor Akses Jamban

Jika warga Desa BAB di
+ Jamban sendiri maka skor 5
« Jamban bersama maka skor 4
« Jamban umum maka skor 3
= Lainnya maka skor 0

Skor Sampah Jika warga Desa membuang sampah di
» Tempat sampah kemudian diangkut, maka
skor 5
—
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA
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+ Dalam lubang atau dibakar, maka skor 4

+ Sungai/ saluran irigasi, danau, laut, got,
selokan, maka skor 1

+ Lainnya maka skor 0

Skor air minum

Jika sumber air minum
* PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5
+  Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4
« Kemasan, mata air, maka skor 3
« Sungai, air hujan, maka skor 2
» Lainnya maka skor 1

Skor Air Mandi & Cuci

“Jika sumber air mandi dan cuci

* PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5
Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4
mata air, maka skor 3
Sungai, air hujan, maka skor 2
» Lainnya maka skor 1

indeks Ketahanan Ekonomi

IKE = X, Skor Indjkator
_ 60 .

Skor Keragaman Produksi

Jumlah industri mzkro

Jika Total KK
+ 20,004 maka skor 5
» 0,001 - 0,003 maka skor 3
* 0 maka skor 1

Skor Pertokoan

Jika jarak ke kelompok pertokoan terdekat (km)

+ =7 maka skor 5

+  8-—12 maka skor 4
*+ 13 - 17 maka skor 3
18 — 25 makas kor 2
+ > 25 maka skor 1

Skor Pasar

Jika Total KK
Jumlah Pasar
+ 2250 maka skor 5
» <250 maka skor 3
* (0 maka skor 1

Skor Toko & Warung
Kelontong

Jika jumlah toko dan warung kelontong
» >3 maka skor 5

3 maka skor 4

2 maka skor 3

1 maka skor 2

0 maka skor 1

Skor kedai & penginapan

Jika jumlah kedai dan penginapan

* > 1 maka skor5
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* 1 maka skor 3
« 0 maka skor O

Skor Pos & Jasa Logistik Jika jumiah pos dan jasa logistik

= > 1 maka skorb5
* 1 makaskor3
« (O makaskor(Q

Skor Bank & BPR Jika jumiah Bank dan BPR

+ > 1 maka skor5
« 1 maxaskor 3
« 0 maka skor 1

Skor Fasilitas Kredit

‘Jika jumiah fasilitas kredit

» 4 makaskor5
* 3 maka skor 4
» 2 makaskor 3
« 1 maka skor 2
« (0 maka skor 1

Skor Lembaga Ekonomi

Jika Jumlah koperasi aktif dan Bumdesa
» > 1 maka skor5
* 1 makaskor3
« 0 maka skor 1

Skor Moda Tranportasi Umum | Jika transportasi umum

» Ada dengan trayek tetap maka skor 5
+ Ada tanpa trayek tetap maka skor 3
» Tidak ada maka skor 1

Skor Keterbukaan Wilayah Jika jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor

roda empat atau lebih

+ Sepanjang tahun maka skor 5

+ Sepanjang tahun kecuali saat tertentu maka
skor 3

» Tidak dapat dilalui sepaniang tahun maka skor 'l

Skor Kualitas Jalan Jika jenis permukaan jalan Desa

+ Aspal/beton maka skor 5

» Diperkeras (kerikil, batu, All) maka skor 4
+ Tanak maka skor 3

» Lainnya maka skor 1

Skor Kualitas Lingkungan Pencemaran (air, uda?é,'tanah,'li.mbah di é}.:ngai) di

Desa Jika Jumlah Pencemaran
4
+ 0 maka skor 5

* 0,25 maka skor 4
0,5 maka skor 3
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0,75 maka skor 2
* 1 maka skor 0

Skor Rawan Béncana Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan)
Jika jumiah jenis bencana di Desa

* 0 maka skor 5

* 1 maka skor 4

* 2 maka skor 3

* 3 maka skor 0

Skor Tanggap Bencana Fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan
dini bencaria alam, peringatan dini tsunarni,
perlengkapan keselamatar, jalur evakuasi)
Jika jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana
« 3 maka skor 5
* 2 maka skor 4
* 1 maka skor 3
* 0 maka skor 0
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ID DESA | | | | ! | ]

KUESIONER PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN KEMENTERTAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI TAHUN 2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Selamat pagl/ slang/ sore. Saat ini kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mengumpulkan dat:
tentang kondlsi sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa .......... Kecamatan ..........uuie.n.. Kabupaten......... Informasi yang Bapak/Ibu berikan

akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan akan membantu pemerintah dalam
merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang lebih baik.

Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dalam pengumpulan data ini. Jawaban yang lengkap dan jujur akan sangat membanty,
Informast yang Bapak/ibu berikan kami rahasiakan.

Mohon Bapak/Ibu menandatangani pernyataan df béwah ini serta dibubuhkan cap Desa. ‘
SEBELUM MENGISI KUESIONER INL, HARAP MEMBACA PANDUAN PENGISIAN KUESIONER TERLEBIH DAHULY SECARA SEKSAMA.

Dengan int saya bersedia mengikuti Pemutakhiran Informasi inf dan bersedia
menjawab/mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dibawah ini.

Kepala Desa,

demikian kami sampalkan. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

IP. Identitas Petugas

1Pt Nama Petugas

1p2 Tanggal

1P3 No. Telepon Rumah / Hp

Tanda Tangan Petugas

Materzi 6.000

S —————————
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IDDESA | l | I l | [ ]

. Identltas Desa (Dﬂ_slg_c;:(g;:.lggasl

101 | Nama Informan

102 | Jabatan )

103 |No. Telepon Rumah / Hp
_104 |Tanggal Lahir Tanggal _ _Bulan__  Tahun__ ] i
_105 [Jenls kelamin 1, laki-laki 2. perempuan 1

106 {Nama Provinsl - [ 1]
_107 [Nama Kabupaten LI
_108 |Nama Kecamatan RN
_109 [Nama Desa ' - . LIy
10 |Titik Koordinat Desa Lintang: " Buur:

111 |Alamat Lengkap

112 | a, Nama Kepala Desa
b. Jenis Kelamin 1. lakl-lakl 2. perempuan | [ ]
113 |No. Telepen Rumah / HP Kepala Desa
“114 |No, Telepon Kantor Desa
115 |Email Desa ‘ )

116 |Pendidikan terakhir Kepala Desa ; 1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat
2, Tamat SMA/Sederajat
3. Tamat $MP/Sederajat []
4, Tamat SD/Sederajat
5. Tidak Sekolah

117 |Lama menjabat sebagai Kepala Desa ...... tahun. (bila Kepala Desa kurang dar’ 1 tahun menjabat, diisi angka 0 (ro)) FIL ]
118

Apakah terdapat aparatur pemerintahan Desa sebagal berlkut:
Jumiah Koding

Aparatur Jumlah Laki-laki Keding Perempuan

a. Sekretaris Desa 0rang [ 10 ] orang [ 1f
b, Kepaia urusan tata usaha dan umum orang [ 17 3 orang
. Kepala urusan keuangan orang [ orang
d. Kepala urusan perencanaan orang ] ] grang

€. Kepala seks| pemerintahan orang | il | grang [
f._Kepala seksi kesgjahteraan orang ] rccumne O7ENG [T

g. Kepala seksi pelayanan R[] orang [ ]
h. Staf petugas Desa orang 1 ] orang [ ] J]
I, _BPD dan Anggota oran [ orang ]
{. _LPM dan Anggota orang ixi orang
k. TP. PKK Desa orang ] ] . Orang
I, Kepala Dusun orang [ ] ] orang
m. Ketua RW/LK orang 17 3 _____orang
n. Ketua RT orang g ‘W ] orang

. Data Geografi, Topografi, dan Demagrafi

ATA GEOGRAFT Dilsi petugas

#uas Wilayah
01 [Total Luas Wilayah Desa km”__ (1 km” =100 Hektar) 10 1.0 I
02_Hutan Desa km® (1 km® = 100 Hektar) Or L0l
ATA TOPOGRAFT

03 kenls Wilayah Desa 1. Dataran rendah

\TA DEMOGRAFL
enduduk
04 Dumilah Total Penduduk . iwa [
05 Pumlah Penduduk Laki-laki iwa [ [
06 [urnlah Penduduk Perempuan iwa [ |
urnlah Penduduk Pendatang iwa ]
umlah Penduduk yang Perg fwa I
epala Keluarga
19 _Humiah Total Kepala Kelrarga KK { i
10_Pumlah Total Kepala Keluarga Perempuan KK [ I1f 11
11 Pumlah Keluarga Miskin KK [
2 Ppumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
. <1 tahun Jwa
b. 1-4 tahun jiwa
C. 5-14 tahun jiwa

. 15-39 tahun Jiwa

2. Dataran tinggi /
egunungan

B.Kepulauan [1]

) S .
Y

1631
I
HIE
1L
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ID DESA |

termasuk gila atau penyakit jiwa lainnya)

€. 40-64 tahun jiwa [ 1[0 10 1
- f. 65 tahun ke atas fiwa [ [ 30 1
213 | Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Laki-laki Koding Perempuan Koding
a. Petani jiwa LI 30 ) jiwa L1010 )
b. _ Nelayan e __JiWa LI0 101 jiwa L0 11 1
€.__Buruh Tanl/ Nelayan fiwa [ I 17 1 jiwa L1010 1
d.  Buruh Pabrik jiwa [ 3 10 1 jiwa {10 1 3
e PNS Jiwa [ 30 10 1 jiwa LI 10 1]
f. _ Pegawal Swasta . jiwa ITERTE jiwa L0 10 ]
g. Wiraswasta/ pedagang jiwa |1 . jiwa LI L ]
| h. _ Lainnya, sebutkan jiwa [LIE 30 1 Jiwa L3I 3
214 | Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus
Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus (contoh: Laki-laki Koding Perempuan Koding
tunanetra, tunarungu, tunawicara, dil, Tidak .
__ jwa 1T ____jiwa [
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IDDESA | ! |

NO. IXI. DIMENSI SOSIAL

[ Diisi Petugas

KESEHATAN

Ketersedlaan sarana kesehatan

301 | a. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa? {Jawaban hanya 1)

1. Rumah Sakit Umum
2. Rumah Sakit Ibu dan Anak
3. Rumah Bersalin

iDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017

4, Puskesmas
5. Pustus [ 1
6. Poskesdes
7. Polindes
8. Tempat Praktik Dokter
. 9. Klinlk Dokter
b. Berapa meter jarak ke sarana kesehatan terdekat? (sarana kesehatan berdasarkan meter [T N1
[awaban 301.a)
¢. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat {sarana menit [ Ir )
kesehatan berdasarkan fawaban 301.aR
Ketersediaan tenaga kesehatan bidan
302 | a. Apakah terdapat bidan Desa (BDD)? 1. Ya | 0. Tidak [ ]
b, Jika ya, berapa jumlah bidan Desa? orang [ 1t ]
Ketersediaan tenaga kesehatan dokter
303 | a. Apakah terdapat dokter yang praktik di Desa? 1.Ya [ 0. Tidak { ]
b. Jika ya, berapa orang dokter yang praktik di Desa? orang [ 1 ]
Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya
304 la. gg;la(gh terdapat tenaga kesehatan lalnnya selaln dokter dan bldan yang praktik di 1. Ya 0. Tidak [ ]
b. Berapa orang tenaga kesehatan lainnya, selain dokter dan bidan di Desa? orang I 1 ]
Akses ke Poskesdes/ Pofindes dan Posyanduy
305 | a. Apakah tersedia sarana Poskesdes/ Polindes di Desa? 1.Ya 0. Tidak [ ]
b, Berapa meter jarak ke Poskesdes/ Polindes terdekat? meter EX IT 1]
c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke Poskesdes/ Polindes terdekat? _______menit [ II ]
¢. Apakah Poskesdes/ Pelindes di Desa masik berfungsi/ aktif? 1.Ya 0. Tidak [ ]
2, Apakah terdapat rumah singgah / rumah tunggu untuk Ibu hamil yang akan
| melahftkan? L. 0. Tidak [ ]
306 a. Berapa jumiah posyandu yang terdapat di desa? unit [ ]
b. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan keglaten / pefayanan setiap sebulan nit [ ]
sekall dalam setahun terakhir? Y
c. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan keglatan / pelayanan setlap 2 bulan unit [ ]
sekall atau leblh dalam setahun terakhir?
d. Apakah mayoritas warga Desa berpartisipasi aktif dalam keglatan posvandu? 1. Ya 0. Tidak [ ]
. Sumber pemblayaan keglatan Posyandu df Desa 1. luran bulanan masyarakat
2., APBDes
3. Iuran bulanan rrasyarakat [ ]
dan APBDes
4, Lainnya
Tingkat Kepesertaan BPIS
307 § a. Berapa jumiah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan / JKN {Jarminan .
Kesehatan Naslonal)? orang it 1l ]
1. Ya, Sebaglan besar
b. Apakah warga desa memanfaatkan pelayanan BPIS? 2. Ya, sebaglan kecil f 1
3. Tidak
| c Berapa jumiah warga yang terdaftar menjad! peserta Jaminan Kesehatan Daerah? orang L3I0 10 1]
_ Derajat Kesehatan dan Gizl Buruk
308 | a. Apakah terdapat kefadian kematian Ibu melahirkan d! Desa selama tahun 20177 1.Ya [ 0. Tidak L 1
b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun ka
20172 sus 10 )
309 | a. Apakah terdapat kejadian kematian balita di Desa selama tahun 20177 1.Ya , 0. Tidak [ ]
. b. Jika Ya, berapa jurniah kejadlan kematian balita di Desa sefama tshun 20177 kasus I
ED 2. Apakah terdapat kejadian kematian bayl di Desa selama tahun 20177 1.Ya ' 0. Tidak [ 1
b. Jka Ya, berapa jumlah kefadian kematian bayl dl Desa selama tahun 20177 kasus [
TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA o
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ID DESA | |

311 | a. Apakah terdapat kejadian balita gizl buruk di Desa selama tahun 20177 1.Ya I 0. Tidak [ ]
b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian ballta gizl buruk di Desa selama tahun 20177 kasus [ 1L 1}
312 | a. Apakah terdapat kejadian luar biasa penyakit di Desa selama tahun 20177 1. Ya , 0. Tidak [ 1
b. Kejadian luar biasa penyakit apa yang terjadi di Desa selama tahun 20177 Penyakit
PENDIDIKAN
Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah
313 | a. Berapa jumiah SD/MI (negeri/swasta) di Desa? unit L 11
b. Berapa jumlah tenaga pengajar SD/MI (negerl/swasta) di Desa? orang FH X 3]
¢. Berapa meter jarak ke SD / MI (negeri / swasta) terdekat? meter I | S |
d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat? menit T
| 314 | a. Berapa jumlah SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa? unit [ X 1
b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMP / MTs.(negeri / swasta) di Desa? orang [ X X 1
c. Berapa meter jarak ke SMP / MTs (negeri / swasta) terdekat? meter (I X 1
d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke S0 / M1 terdekat? menit [ 1t ]
315 | a. Berapa jumiah SMU / MA / SMK (negerifswasta) di Desa? unit i I 1
b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMU / MA / SMK (negerifswasta) di Desa? e OTANG (S
c. Berapa meter jarak ke SMU / MA / SMK (negeri / swasta) terdekat? meter L X I 1
d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SMU / MA / SMK terdekat? e _menit [ 101
Data Tingkat Pendidikan
~316 | Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa 1. Tamat Sarjana/ D1/
D3/Sederajat
2. Tamat SMA/Sederaja: [}
3. Tamat SMP/Sederajat
. 4, Tamat SD/Sederajat
317 | 2. Apakah di Desa terdapat anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tzhun 1 va 0. Tidak [ ]
20177 ‘
b. Berapa jumlah anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017 anak [ 10 ]
318 a. Apakah di Desa terdapat anak usla SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 1. Ya 0. Tidak [ 1
20177
b. Berapa jumlah anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017 arak [ 1
Akses ke Pendidikan Non-Formal
319 | a. Apakah terdapat Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa? 1. Ya 0. Tidak [ 1
b. Berapa jumlzh Pos PAUD yang beroperas! di Desa? unit R | |
C. Berapa meter jarak Pos PAUD terdekat? meter I I 1
d. Berapa jumlah guru PAUD di Desa? orang I I 1
320 | Apakah terdapat Pusat Keglatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B, dan C selama satu 1. Ya 0. Tidak [ ]
tahun terakhir di Desa? ; :
321 | a. Berapa jumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keteramplian khusus di desa? unit [ X 1
b. Berapa jarak tempuh menuju pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus meter [ I3
| terdekat di Desa atau di juar Desa? :
Akses Pengetahuan
322 | a. Apakah terdapat fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat vang 1 Ya 0. Tidak [
beroperasi? (jika fawabannya "Tidak”, lanjut ke pertanyaan "323) ) i
b. Apakah penduduk Desa memanfaatkan fasilitas perpustakaan Desa atzu Bman bacaan Ly 0. Tidak
masyarakat? -ra - 'ida [ ]
MODAL SOSIAL
323 ] a. Apakah terdapat kebiasaan gotong royong warga di Desa? (fika jawabannya LY 0. Tidak 1
"Tldak", lanjut ke pertanyaan "324™ -va - Fid2 [
___| b- Berapa kali kegiatan gotong royong warga di Desa dilaksanakan dalam setahun? kali / tahun i 1L ]
324 | Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga untuk bersantai /
bermain tanpa periu membayar (misalnya: lapangan terbuka, taman, alun-alun, dit)? 1. Ya 0. Tidak v ]
. . r
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325 r\pakah terdapat perkumpulan / organisasi soslal di desa, sepertl: (setiap pertanyaan 325,a-325,k harus diis dengan
melingkari salah satu fawaban "Ya” atau "Tidak”)
Perkumpulan/ Organisasi Soslal Ketersedlaan Koding Frekuensi keglatan pertahun
a. Karang taruna 1.Ya . Tidak [ 1 . kali frahun [ It ]
b, PKK 1.Ya £, 7idak [ ] kalt ftahun I It ]
;.a :Zrl‘(ll.ler:g:‘rlaan; agama (majells taklim, kebaktian, LYa b, Tidak [ ]  kali /tahun [0 1
d. Pantj asuhan _ 1.Ya P.Tidak [ 3 kali ftahun [ M ]
. Kelompok arisan i.Ya D.Tigak [ ] e Kall frahun E 1 ]
f. Kelompok/organisasi/lembaga tan 1.Ya P. Tidak [ 1 kall ftahun [ I 1
. Kelompok/organisasi/lembaga nefayan 1.Ya D.Tidak [ 1 —kall ftahun [ I ]
h. Kelompok/organisasl/lembaga Usaha ternak ) 1.Ya P.Tidak [ ] —_kall ftahun [ 1I ]
. Kelompok/organlsasi/lembaga pengrajln . 1.Ya P.Tidak [ 3 e kall ftahun F 1 ]
j- Kelompok/organisasi/lembaga khusus wanita 1.Ya D. Tidak [ ] kali ftahun [ II 1
. Lalnnya, sebutkan; 1.Ya ). Tidak o] kali ftahun [ 11 |
326 p.Apakah sebaglan besar warga Desa menglkuti musyawarah Desa? (itka jawabannya 1.Ya 0. Tidak [ ] )
"Tidak’; lanfut ke pertanyaan "3277 .
b,Berapa kall musyawarah Desa diselenggarakan dalam satu tahun terakhlr? kali E 10
. Apakah terdapat kelompok perempuan yang mengikuti musyawarah Desa? 1. Ya 0. Tidak [ ]
327 |p. Berapa jumlah fasilitas / lapangan olah raga di Desa? —_ unit [ Il
E. Apakal? terdapat keglgtan kelompok olahraga dl Desa yang rutin dilakukan, seperti 1.Ya 0. Tidak [ ]
atihan rutin dan pertandingan olahraga?
! - Berapa jumlah kelompok kegiatan olah raga di Desa? . kelompok [
328 Apakah warga Desa terdirl darl lebih dari satu suku atau etnis? '; 1.Ya 0. Tidak f ]
329 |Apakah warga Desa sehari-harl berkomunikasi menggunakan leblk dari satu bahasa? 1. Ya 0. Tidak [ ]

330 Ppakah terdapat warga di Desa yang menganut agama di bawah ini : (setiap pertanyaan 330.a —.330.g Farus disr
engan melingkar! salah satu fawaban "Ya” atay “Tidak")

. Islam 1. Ya 0. Tidak [ ]
b. Kristen 1.Ya 0. Tidak [ ]
. Katolik 1. Ya 0. Tidak [ ]
d. Buddha 1. Ya 0. Tidak [ ]
2. Hindu 1.¥a 0. Tidak [ ]
. Konghucu 1.Yva 0. Tdak [ ]
g. Lalnnya, sebutksn: 1. Ya 0. Tidak [ ]

331 Apakah terdapat tempat ibadah: (sellfap pertanyaan A331.a ~ A331.f haris dils] dengan melingkarf salah saty
lawaban "Ya” atau "Tidak”}

. Masjld/ Musholla/ Langgar lL.Ya 0. Tidak { 1
. Gereja Kristen . 1.Ya 0. Tidak { ]
L. Gereja Katolik 1.Ya 0. Tidak [ 1
d.  Wihara 1.Ya 0. Tidak [ ]
Pura 1.Ya 0. Tidak [ 1
___F Litang/ Kelenteng 1.Ya 0. Tidak [ ]
332 Apa agama / kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar / mayoritas warga Desa? 1.1slam
2.Kristen
3.Katolik
4, Buddha [ ]
5.Hindu .
6.Konghucu
—_ 7.Lalnhva, sebutkan
333 b, Adakah kelompok sent adat dan budaya di Desa? (blla fawaban "Tidak", lanjut ke 1. Ya 0. Tidak [ ]
rianyaan 334) . )
. Bila ada, berapa kali kegiatan seni adat dan budaya diselenggarakan dalam setahun
__ keraknir> kal [ Il
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. Berapa jumlah kelompok kegiatan seni adat dan budaya di Desa? I kelompok [ I
334 | Apakah mayoritas warga di Desa menghadiri perayaan adat budaya tertentu, seperti :
{setiap pertanyaan 334.a — 334.d harus diisi dengan melingkar! salah satu jawaban "Ya” atau "Tidak™)
a. Kelahiran 1.Ya 0. Tidak [ i
b. Kematian 1. Ya 0. Tidak [ 1
¢. Perkawinan 1. Ya 0. Tidak [ 3
d. Lainnya, sebutkan 1. Ya 0. Tidak i 1
Keamanan Warga -
335 | Apakah terdapat warga di Desa yang melakukan_keglatan pembangunan dan 1. Ya 0. Tidak [ ]
5 pemelitharaan pos keamanan lingkungan?
336 A_pakah terdapat‘ w'arga di Desa yang berinisiatif dan berpartisipasi dalam pengaktifan 1. Ya 0. Tidak E]
sistem keamanan lingkungan?
337 |a. Apakah terdapat konflik di Desa selama setahun terakhir? (bila jawaban "Tidak”, 1. Ya 0. Tidak [ ]
Banjut ke pertanyaan 339) ‘
b, lika ada, sebutkan jenis konflik dan jumlah kejadian dalam setahun terakhir. Jumiah Kejadian
bl. Antarkelompok masyarakat kasus [ ]
b2. Kelompok masyarakat antarDesa kasus [ ]
b3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan kasus [ 1
b4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah kasus [ 1]
b5. Antarpelajar/mahasiswa/pemuda kasus [ 1
b6. Antarsuku kasus [ );
b7. Antaragama kasus [ ]
h8. Lainnya, sebutkan: kasus { 1
| 338 { a. Apakah sebaglan besar konfilk yang terjadl di Desa dapat diselesalkan dengan damai? 1. Ya 0. Tidak [ ]
b. Jtka ya, slapa yang berperan menjadi mediator / penengah upaya dalam penyelesalan konflik?
b1. Aparat keamanan 1. Ya 0. Tidak [ ]
b2, Aparat pemerintah 1.Ya 0. Tidak [ ]
b3. Tokoh masyarakat 1.Ya 0. Tidak [ ]
b4. Tokoh agama 1. Ya 0. Tidak [ 1
b5. Lainnya, sebutkan : i. Ya 0. Tidak [ 1
b6. Tidak ada 1.Ya 0. Tidak [ 1
339 | Apakah tert!apat penyelesalar:: konfiik di desa olt?h lembaga lokal sesuai adat budaya 1. Ya 0. Tidak [ ]
1 tertentu (misalnya diadakan ritual upacara dil) di Desa? i
340 [a. Apakah terdapat tindak kejahatan sebagai berikut yang terjadi di Desa selama setahun terakhir?
al. Pencurian 1.Ya 0. Tidak [ 1
&2. Penipuan/ penggelapan 1.Ya 0. Tidak [ 1
a3. Penganiayaanf kekerasan 1. Ya 0. Tidak [ 1
a4. Pembakaran i.Ya 0. Tidak [ 1
a5. Perkesaan/ kejahatan terhadap susiiaan i.Ya 0. Tidak [ 1
a6. Penyalahgunaan/ peredaran narkoba 1. Yza 0. Tidak [ 1}
a7. Perjudian 1. Ya 0. Tidak [ ]
a8. Pembunuhan 1.Ya 0. Tidak [ 1
a9. Perdagangan orang (Auman trafficking) 1. Ya 0. Tidak [ 3
b. Darj berbqgai tin'dai} k.ejahatan yang terjadi di Desa, tindak kejahatan mana yang [ ]
paling sering terjadi di Desa? i
: Kesejahteraan Sosial
341 |a. Apakah terdapat SLB (Sekolah Luar Biasa) di Desa? LYa | 0. Tidak [
b. Jika ada, berapa jumlah SLB yang terdapat di Desa? unit [ 1
€. Berapa jarak tempuh menuji SLB terdekat? — km '
ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA -
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342 | Apakah terdapat penyandang masalah keseJahteraan soslal sebagai berikut :

{setiap pertanyaan 342.5 ~ 3421 harus dils dengan mellngkarl salak satu fawaban "Ya” atay "ridak®)

a. Anak jalanan 1.Ya 0. Tidak [ ]
b. Anak terlantar 1. Ya 0. Tidak [ ]
c. Korban kekerasan 1. Ya 0. Tidak [ 1
d. Lanfut usia terlantar (pant] jompo) 1. Ya 0. Tidak [ ]
€. Korban penyalahgunaan NAPZA 1. Ya 0. Tidak [ ]
f. Pekerja migran terfantar : 1. Ya 0. Tidak [ ]
g. Gelandangan / pengemis _ . 1. Ya 0. Tidak L 1]
h. PSK (Pekerla Seks Komersial) ' 1.Ya 0. Tidak [ ]
343 ] Berapa jumlah kejadian bunuh dirf di Desa? orang [ ]

- PERMUKIMAN

Akses Alr Bersth dan Alr Minum

344 | Sumber alr untuk minum yang digunakan oleh warga di Desa (setiap Pertanyaan 344.a — 344.i harus disi dengan

|melingkar! salah satu jawaban "Ya” atau “Tidak”)

a. Alr kemasan 1. Ya 0. Tidak [ 1
b. Air ledeng dengan meteran {PAM/PDAM) . i.Ya 0. Tidak [ ]
C. Alr ledeng tanpa meteran L Ya 0. Tidak [ 1
d. Sumur bor / pompa 1.va 0. Tidak [ 1
€. Sumur 1. Ya 0. Tidak [ 1
f. Mata air i.Ya 0. Tidak [ 1}
g. Sungai / danau / kolam / 1.Ya 0. Tidak [ ]
h. Alr hujan 1, Ya 0. Tidak [ 3
1. Lalnnya, sebutkan ; 1.Ya 0, Tidak [ 1]
345 | Bagaimana cara warga desa mempercleh air minum? 1. Gratis 0. Membaeli [ 1
346 | Sumber air Untuk mand 7 eiicl yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 346,a — 346,51 hards difsl
dengan melingkari saloh satu fawaban "Ya” atau "Tidak”)
a. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) 1.Ya 0. Tidak [ 1
b. Alr fedeng tanpa meteran 1. Ya 0. Tidak [ 1]
C. Surmur bor / pompa 1.va 0. Tidak [
d. Sumur 1. Ya 0. Tidak [ 3
€. Mata afr 1. va 0. Tidak [ ]
f. Sungai / danau / kolam 1.¥a 0. Tidak [ ]
d. Alr hujan 1.Ya 0. Tidak [ 3]
h. Lalnnya, sebutkan : 1. Ya 0. Tidak [ ]
Alkses Sanitas]
347 | Di manakah sebagian besar warga di Desa BAB ('Eﬁang Alr Besar)? (fawaban hanya 1. Jamban sendiri
satu plithan) 2. Jamban bersama
3. Jamban Umum 1
e 4. Bukan jamban
348 | DI manakah sebagfan besar warga dl Desa membuang sampah? (Jawaban hanya satu | 1. Tempat sampah kemudian
pllihan) dlangkut
2. Dalam lubang atau dibakar
3. Sungat / saluran Ifgasi / [
danau / laut
4. Drainase (got/seiokan)
5. Lalnnya, sebutkan
;49 Apakah terdapat TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara)? 1. Ya ] 0. Tidak [ 1]
350 | DF manakah tempat / sajuran warga membuang limbah calr rumah tangga / alf kotor di 1. Lubang resapan {iubang
Desa? (Jawaban hanya satu pilihan) tanah yang tertutup)
2. Dralnase (got/selcian) [ ]
3. Sungal / saluran Irigasi /

_ danau / faut
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4. lubang tanah yang terbuka
5. Lainnya, sebutkan
Akses Listrik
'351 | a. Berapa Jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik darj PLN? — . keluarga [ II
b. Berapa jumiah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari non-PLN kellsarga I ]
(Dlesel/ generator, swasts, swadaya, perseorangan)? R
352 | Berapa jumlah keluarga df Desa vang belum teralirf listrik sama sekali? ) —_keluarga f ]
353 | Apekah terdapat sumber energi terbarukan (tenaga angin, air, surya/matakiari, dil) di 1. Ya 0. Tidak [ ]
desa yang dimanfaatkan warga desa sebagal sumber listrik di Desa?
Akses Informasi & Komunikasi
354 | Bagaimana sinyal telepon seluler / handphone di Desa? 1. Sinyal 2. Sinyal 0. Tidak ada [ ]
Kuat lemah sinval
355§ Operator / provider telepon seluler apa yang sinyalnya dapat diterima di desa?
a. Telkomsel (Simpati, Kartu AS, Kartu Halo) 1.Ya 0. Tidak [ ]
b. Indosat (IM3, Matrix, Mentari) l.Ya 0. Tidak [ ]
¢ XL 1.Ya 0. Tidak [ 1
d. Lainnya, sehutkan : . 1. Ya 0. Tidak [ jj
356 g;;:lr(::?Desa dapat menerima siaran program felevisi safuran TVRI Nasional / TVRI L Ya 0. Ticlai [
| 357 § Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran swasta? 1l.Ya 0. Tidak [ 1
| 358 { Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran lzar negeri? 1.Ya 0. Tidak [ 1
359 Apakah terdayat fasilitas Internet di kantor kepala Desa? 1. Ya 0. Tidak H ]
| 360 | Apakah penduduk Desa memlitk! akses internet? 1.Ya 0. Tidak [ ]
| 361 | Apakah Desa memiliki sarana informasi sebagai berikut
" |a. Papan informasl Desa 1.Ya 0. Tidak [ ]
b. Website 1. Ya 0. Tidak { 1
¢. Lainnya, sebutkan i.Ya Q0. Tidak [ 1

iV. DIMENST EKONOMI

Keragaman Produksl Masyarakat Desa

~401 Apa sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Desa? (F7awaban hanya 1. Pertanian (termasuk

satu pilthan) b perkebunan, peternakan,
perikanan)
i 2, Industri [ 1
3. Perdagangan, transportasi,
dan jasa
4, Pariwisata
: 5. Lainnya, sebutkan
402 | Apakah terdapat produk unggulan di Desa? 1. Ya 0. Tidak [ ]
403 | Apakah produk komoditi hasil pertanian di Desa mengalaml perubahan dibanding setabun | 1.Ya, terdapat peningkatan [ ]
yang lalu? . 0.Ya, terdapat penurunan
404 | a. Apakah terdapat produksi hasil tangkapan laut di Desa ? (bila jawabannya "Tidak", Ly 0. Tidak [ ]
fanjut ke pertanyaan "4057) ) - 1a - idan
b. Jika ya, Apakah terdapat perubahan produksi hasil tangkapan laut di Desa dibanding 1Ya, terdapat peningkatan [ ]
setahun yang falu? 0.Ya, terdapat penurunan ‘
405 ja. Berapa jumizh industri mikro dan kecil di Desa? unit [ 1I
b. Berapa jumiah industri menengah di Desa? unit [ 1
Akses ke Pusat Perdagangan
106 |a. Apakah terdapat kelompok pertokoan di Desa? 1.Ya ' 0. Tidaic [ ]
b. Berapa km jarak ke kelompok pertokoan terdekat? km [ ]
t07 |Berapa jumlah pasar dengan bangunan permanen? unit [ ]
08 {Berapa jumlah pasar dengan bangunan semi permanen? unit [ 1
109 |a. Apakah terdapat pasar tanpa bangunan di Desa? 1. Ya I 0. Tidak [ ]
b. Berapa jumlah pasar tanpa bangunan di Desa? unit [ j]
10 [Berapa jumiah toko / warung kelontong di Desa? unit [ ]

e ——
A P —
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411 {Apakah terdapat warung / kedal makanan dan minimsn di Desa? 1. Ya 0. Tidak [ 1
412 |a. Apakah terdapat hotel atau penginapan (hoste!, mote!, losmen, wisma) di Desa? 1.Ya 0. Tidak [ ]
b. Berapa meter jarak ke hotel atau penginapan terdekat? meter [N I 3
C. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke hotel atau penginapan terdekat? menit [ 1L ]
Akses Distribusi / Loglstik Ketersediaan Koding t:;’::at Koding
T 413 Apakah terdapat kantor pos / pos pembantu / rumah pos / pos . ~
| ke“lﬂg dl Dasa? - 1.Ya 0. Tidak [ } meter { I{ I ]
414 | Apakah terdapat pelayanan Jasa ekspedis| swasta (penglriman
Akses Lembaga Kevangan
415 :I;l))a:?l;:;?apat bank umum pemerintah (BRI, BNI, BPD, BTN, 1. Ya 0. Tidak [ ] meter [T ]
416 g:akgh terdapat bank swasta (Danamon, BCA, Niaga, dil) di 1.Ya 0. Tidak [ ] raeter [T ]
| 417 Ap:I:ah tersedla BPR (Bank Perkreditan Rakyat) termasuk BPR Syarlah di Desa? 1. Ya 0. Tidak [ ]
418 | Apakah terdapat fasilitas kredit yang diterima warga Desa selama setahun terakhir berupa:
a. KUR {Kredit Usaha Rakyat) 1.Ya 0. Tidak [ ]
b, KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energl) 1. Ya 0. Tidak [ ]
¢. KUK {Kredit Usaha Kecil) 1.Ya 0. Tidak [ ]
d. Kredit [alnnya, sebutkan ; 1.Ya 0. Tidak [ 1
Ketersediaan Lembaga Exonomi
419 {Berapa jumlah koperasi di bawah ini yang masih aktif beroperasi? unit {31 ]
420 | a. Apakah terdapat BUMDesa di desa? (bi/a fawaban "Tidak”, lanjut ke perfanyaan )
421) , i.Ya 0, Tidak [ i
b, Jka Y8, apa Jenls / bidang usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tersebut? (set/ap pertanyaan harus difsi dengan
melingkari salah satu fawaban “Ya” atay "Tidak”)
b1. Pelayanan umum i.Ya 0. Tidak [ ]
b2, Jasa Penyewaan 1. Ya 0. Tidak [ 1
b3. Broker / usaha perantara 1. Ya 0. Tidak [ ]
4. Perdagangan, pabrlk, atau trading 1. Ya 0, Tidak [ ]
b5. Usaha bersama / holding 1.Ya 0. Tidak [ 1
b6. Blsnls keuangan atau finansiat 1.Ya 0. Tidak £ i
Keterbukaan Wilayah
421} Apakah di Desa terdapat angkutan umump 1. Ada, dengan trayek letap
(fmyaban hanya satu plithan) 2. Ada, tanpa trayek tetap [ ]
_ 3. Tidak ada angkutan umum
j22 Apakah angkutan umum yang utama df Desa beroperasi setiap hari? 1. Ya 0. Tidak [ I
423 | Kapan jam operasional angkutan umum yang utama? 1, Siang & 0. Hanya
— malam hari siang hari [ ]
424 | Apakah falan di Desa dapat difalul oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih? 1. Sepanjang tahun
(Fawaban hanya satu pljthan) 2. Sepanjang tahun kecualf
saat tertentu { 1
3. Tidak dapat dilalui
—— sepanjang tahun
425 | Apa jenls permukaan jalan di Desa yang teriuas? 1, Aspal/ beton
Uawaban hanya satu pliihan) 2. Diperkeras (kerikil, batu,
dit) [ 1
3. Tanah
— 4, Lainnya,sebutkan
126 1Bagaimana Kualitas permtikaan Jalan di Desa? 1. Baik
2. Rusak Sedang [ ]
— 3. Rusak Parah
V. PIMENST EKOLOGY
Kondisi Lingkungan
01 | Apakah sumber alr tersedla sepanjang tahun? {1. Ya sepanjang tahun [ 1
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> ID DESA | | i

2. Ya, kecuali saat té:tentu
sepertl musim kemarau atau
kondisi lalnnya

ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA
EKS DESA MEMBANGUN (1DM) TAHUN 2017

T e E———

3. Tidak
502 | Apakah terfad! pencemaran lingkungan hidup di Desa selama setahun terakhir?
a, Pencemaran air 1. Ya 0. Tidak [ ]
b. Pencemaran tanah 1. Ya 0. Tidak [ ]
¢. Pencemaran udara 1. Ya 0. Tidak [ 1]
503 {Apakah terdapat dampak yang dirasakan oleh warga Desa akibat pencemaran lingkungan? | 1. Menyebabkan gangguan
kesehatan ringan
2. Menimbuikan penyakit / [ ]
infeksi
3. Menimbulkan kematian
| 504 |Apakah terdapat sungal yang terkena pembuangan limbah pabrik/industri/usaha? 1.Ya 0. Tidak [ ]
: 505 jApakah terdapat perencanaan ata ruang desa? 1. Ya 0. Tidak [ 1]
506 Apakal:t terdapat perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi sekior non- L Ya 0. Tidak [
pertanian?
Potensi Bencana
507 § Seberapa sering kejadian/bencana alam yang terjadi sefama 3 tahun terakhir?
a. Tanah longsor kali/ tahun [ ir
b. Banjir kalif tahur [ 1r 1
c. Gempa bumi kalif tahun { 1L 1
d. Tsunami _ kali/ tahun [ ]
e. Gelombang pasang laut kalif tahun [ 11 1
f. Angin puyuh / puting beliung / topan kalif tahun [ 1L 1]
¢. Gunung meletus kalif tahun [ 11 1
h. Kebakaran hutan kali/ tahun [ 101
. fi. Kekeringan lahan kallf tahun £ It 1
j. Lainnya, sebutiian kalif tahun [ Il ]
508 Apakah terdapat fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam di Desa?
a. Peringatan dini bencana alam 1.Ya 0. Tidak [ 1
b. Peringatan dini khusus tsunami i.Ya 0. Tidak [ 1
¢. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dil) i.Ya 0. Trdak [ 1
d. Jalur evakuasi 1 Ya 0. Tidak [ 1

Page 24




DDESA | ] T 1
| VI. AKTIVITAS DESA
/601 | a. Apakah terdapat Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa? 1.Ya [ 0. Tidak [ 1
b, Berapa jumlah pendamging iokal Desa dI Kecamatan? orang [ 1L ]
602 | Apakah ada pelaku tingkat desa untuk memfasilitasi kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas, 1.¥a | 0. Tidak [ ]
(termasuk KPMD, TPMD)?
603 | Berapa jumlah anggota KPMD (Kader Posyandu/Kader kesehatan) yang aktif . orang [ 1f ]
604 | Berapa jumlah anggota TPMD yang aktif orang [ i 1
605 ; Apakah ada kebun gi2! di Desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat 1.Ya | 0. Tidak [ ]
desa?
606 | Sebutkan sumber pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat di desa
1.
2
3.
: 607 | Apakah terdapat Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tentang Kesehatan dan Pendidikan? i.Ya [ 0. Tidak { ]
_ VII. SUMBER PENDAPATAN DESA 2016 2017
701 | a. Berapa total Dana Desa yang didapat tahun 2016 dan tahun 20177 Rp. Rp
b. Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017
Pelaksanaan Pembangunan Desa
bl. Sarana prasarana untuk penghldupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman Rp, kp
b2. Sarana prasarana kesehatan masyarakat Rp Rp:
b3. Sarana prasarana pendidikan, soslal, dan kebudayaan Rp. Rp
b4. Sarana prasarana produksi dan distribusi Rp Rp.
b5. Sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkurigan hidup Rp Rp
bé. Program kegfatan pembangunan Desa falnnya: .Y Rp Rp
Pemberdayaan Masyarakat Desa
b7. Peningkatan _Investas! ekonomIlDesa. melalul pengat_:laan, penqembapgan atau bantuan Rp Rp.
alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan,
b8. Dukungan kegiatan ekoromi : Rp Rp,
b9, Bantuan peningkatan kapasitas urituk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa Rp. Rp
b10. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan Rp Rp
paralegat di Desa,
b11. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan schat. Rp. Rp
b12. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa; Rp___ — .. [RP____
b13. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian Rp. Rp
lingkungan hidup
bi4. Program keglatan pemberdayaan masyarakat Desa lalnnya: Rp Rp
r 702 | Informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat melzlul
a. papan informasl 1.Ya | 0. Tidak [ ]
b. musyawarah Desa 1.Ya | 0. Tidak ( 1
c. website 1. Ya | 0. Tidak [ ]
_ d. Lainnya, sebutkan 1.Ya | 0. Tidak { 1
703 { Sumber Pendapatan Desa 2016 2017
2. Berapa sumber dana darl Pendapatan Asll Desa? Rp —— | Rp.
b. Berapa sumber dana dari Baglan darl hast pajak daerah dan retribusi daerah Rp Rp
Kabupaten/Kota?
€. Berapa sumber dana dart Alokast dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan Rp Rp
yang diterima Kabupaten/Kota?
d. Berapa sumber dana dar! bantuan darl APBD Kabupaten/Kota termasuk BOK dan DAK / DAU? | Rp Rp
€. Berapa sumber dana dar hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari plhak ketiga? Rp Rp
{.Berapa sumber dana darl pendapatan desa lain yang sah? Rp, Rp
Terimakasih atas partisipasi Anda
ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DE-S-P}-\—_
DEKS DESA MEMBANGUN {iDM} TAHUN 2017 Page 25




FORMAT DESA

KOP DESA
BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA
Pada hari ini,............ Tanggal .........coooennennn, Bulan ............... Tahun ....cocevvvn..., .
bertempat di:
1. Desa

2. Kecamatan
3. Kabupaten

4. Provinsi

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasii
sebagai oerikut,

)DE NAMA KODE NAMA KODE NAMA KODE NAMA iKS IKE IKL NILAI . STATUSIDM
oV PROVINS! KAB KABUPATEN KEC KECAMATAN DESA DESA 2017 2017 2017 DM 2017 - I
Sehingga Desa......... ,Kecamatan......... , Kabupaten............... ditetapkan dengan status

Demikian Berita Acara ini dibuat uniuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui, dibuat oleh,
Kepala Desa Pendamping Lokal Desa

(ttd Materai 6.000)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA
[NDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017 Page 26



A

CONTOH

PENGISIAN

KOP DESA

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

FORMAT DESA

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di;

1.
2.
3.

4,

Desa
Kecamatan
Kabupaten

Provinsi

: Adian Jior

: Panyabungan
: Mandailing Natal

: Sumatera Utara

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil
sebagai berikut,

DE | NAMA | KODE |  NAMA KODE NAMA KODE | NAMA | Ik | IKe KL .| NILAL | STATUSIOM

OV | PROVINSI | KAB | KABUPATEN | KEC | KECAMATAN | DESA | DESA | 2047 | 2007 | 2017 | tomzons | 2017, b
SUMATERA MANDAILING 12.13.01. | Adian

¥4 UTARA 1213 NATAL 12.13.01 | Panyabungan 2001 Tios 0.7890 | 0.6835 | 0.5333 0.6686 Boerkembang

Sehingga Desa Adian Jior, Kecamatan Pan

ditetapkan dengan STATUS BERKEMBANG

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui,
Kepala Desa

dibuat oleh,

Pendamping Lokal Desa

(ttd Materai 6.000)

e e e
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017

yabungan, Kabupaten Mandailing Natal
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FORMAT KECAMATAN

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini,............ Tanggal ...........covvueeee. Bulan ................ Tahun ................. .
bertempat di:

1. Kecamatan
2. Kabupaten

3. Provinsi

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil

sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui, dibuat oleh,
Camat Pendamping Desa

(ttd Materai 6.000)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA
INDEXS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017 Page 28
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CONTOH ! FORMAT KECAMATAN
PENGISIAN KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di:

1. Kecamatan : Sunggal
2. Kabupaten : Deli Serdang

3. Provinsi : Sumatera Utara

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil
sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya,

Mengetahui, dibuat oleh,
Camat Pendamping Desa

(ttd Materai 6.000)

STANDAR OPERASIGNAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017 Page 29
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FORMAT KABUPATEN

KOP DPMD KABUPATEN

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini,............ Tanggal ........ccoevvevnnn. Bulan ................ Tahun ................. .
bertempat di:

1. Kabupaten
2. Provinsi
Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Ststus Perkembangan Desa IDM dengan hasil
sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui, Mengetahui, Dibuat oleh,
Kepala Bappeda Kepala DPMD Koordirator Tenaga Ahli
Kabupaten Kabupaten Kabupaten

{ttd Materal 6,000)

M______—&_—__
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017 Page 31



3

CONTOH FORMAT KABUPATENN
PENGISIAN KOP DPMD KABUPATEN

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di:

1. Kabupaten : Deli Serdang
2. Provinsi : Sumatera Utara
Teiah dilakukan pengukuran indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil
sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui, Mengetahui, Dibuat oleh,
Kepaia Bappeda Kepala DPMD Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Kabupaten Kabupaten

{ttd Materai 6.000)

-—“-_———,_______. e+ o
STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR {(SOP} PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA .

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017 Page 32
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FORMAT PROVINSI

KOP DPMD PROVINSI

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini,............ Tanggal ........cccooovv . Bulan ................ Tahun ................. ,
bertempat di Provinsi........... :

Telah dilakukan pengukuran indeks Desa Memft)angun (IDM) sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa |DM dengan hasil
sebagai terlampir. ‘

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui, Mengetahui, Dibuat oleh,
Kepala Bappeda Kepala DPMD Koordinator Tenaga Ahli
Provinsi Provinsi Provinsi

{ttd Materai 6.000)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

INDEKS DESA MEMBANGUN {IDM) TAHUN 2017 Page 34



LY

CONTOH ' FORMAT PROVINS
PENGISIAN KOP DPMD PROVINS|

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Aprit Tahun 2018 bertempat di Provinsi Sumatera Utara
Telah dilakukan pengukuran indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil
sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Mengetahui, Mengetahui, Dibuat oleh,
Kepala Bappeda Kepala DPMD Koordinator Tenaga Ahli
Provinsi Provinsi Provinsi

{ttd Materai 6,000}

MM:‘M
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM} TAHUN 2017 Page 35
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KUESIONER PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2018

L EMBAR PERSETUFUAN

Selamat pagi/ siang/ sore. Saat Inikami darl Kementerian Desa, Pembangunan “Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
sedangmengumpulkan data tentang kondisi sosfal, ekonomi dan lingkungan di Desa ..........Kecamatan ....... arerennane Kabupaten. .. Informasi
yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi peningkatzr kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan akan membantu
pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desayang lebih baik.

Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dalam pengumpulan data ini, Jawaban yang lengkap dan jujur akan sangat
membantu, Informasi yang Bapak/Ibu berikan kami rahastakan.

Mohon Bapak/Ibu menandatangani pernyataan di bawah Ini serta_ dibububkan capDesa.

SEBELUM MENGISI KUESIONER INI, HARAP MEMBACA PANDUAN PENGISIAN KUESIONER TERLEBIH DARULU SECARA
SEXSAMA. , .

Dengan inl saya bersedia meng|kut| Pemul
menjawab/mengisi lembar kuesioner

1P. Identitas Petugas il

IPL | Nama Petugas MOH T HWDK:(L

| 173 Tanggal [q DQW 20 ‘ 8

P3 No. Telepon Rumah / Hp OBIB 302 ? 74 33

Tanda Tarjgan Petugas




o

poesa| 2 T s T o] o661 ] 310 | 3
Kodin
I. Identitas Desa . . (Disi pmfgas)
101 | Nama informan SA&WFUL D)
102 | Jabatan CEXRETARIL DESA
103 | No. Telepon Rumah / Hp k52215432 184
104 | Tanggal Lahir Tanggal Bulan O3 Tahun 1 985
105 | Jenis kelamin (D laki-laki 2. perempuan 1]
106 | Nama Provinsi JAWA TIMUR ' [215]
167 { Nama Kabupaten JeMBER ‘ _[3ls |IO||Q]I9[
108 | Nama Kecamatan ‘ UCER Isll:sue]fdmltaj{g__
109 | NamaDesa PUEER ATULON . : ]
110 | Titik Koordinat Desa Lintang: 8°22'21,7° L& [ Bujur: 113 9.8’ q -
111 | Alamat Lengkap Ji- AV OARMD s b2
1121  a. - Nama Kepala Desa MNURRASAN
b.  Jenis Kelamin - . {1.) lakl-laki_ 2. perempuan [ [E]
"113 | No. Telepon Rumah / HP Kepala Desa 9&.{23491333
114 | No. Telepon Kantor Desa )
115 | Email Desa _ dqa PLaer KAlon @ awizul- CQM
116 | Pendidikan terakhir Kepala Desa : 1. Tamat Sarjanaf D1/ D3/Sederafat
' Tamat SMA/Sederajat
. Tamat SMP/Sederajat [21]
4, Tamat SD/Sederajat
5,  Tidak Sekolah
117 Lama menjabat sebagal Kepala Desa .5.. tahun. (bila Kepala Desa kurang dari 1 tahun [01[5]
menjabat, diisl angka 0 (nol))
118 | Apakah terdapat aparatur pemerintahan Desa sebagal berikut:
"~ | Aparatur Jumiah Laki-laki Koding PeJr:rn':!;L_?_a_n Koding
a. Sekretaris Desa orang [»1(3.] O orang [o][¢]
b. Kepala urusan tata usaha dan umum orang [©1[1 ] {) _orang [D1A]T
| c._Kepala urusan keuangan_ _ orang [C31[ V] ¢ orang [¢A ]
'd. _Kepala urusan perencanaan orang Totft] oran
€. Kepala sekst pemerintahan arang [OI] U] £ orang [ o]
f. Kepala seksi kesejahteraan i orang e TN oran [AOl[&]
. Kepala seks] pelayanan _orang [O1[ 1] orang’ [a[6]
h. Staf petugas Desa __l,__orang Tl |l 1 _orang [O1 ]
i. BPD dan Anggota g _ orang [ 2110 ] o grang d01[21]
j. LPM dan Anggota A orang [\1[D]) j_ orang [AI ]
k. TP, PKK Desa £) orang [OI[D] 12 orang [13[2]
l. Kepala Dusun % orang [ O1]5 ] 1 orang [l ]
m. Ketua RW/LK -19_orang [Y1[4 3 { orang (O ]
n. Ketua RT A orang [&114 ] A_orang [O1141]
I1. Data Geografi, Topograﬂ, dan Demografi )
DATA GEOGRAFI . Dlis] petugas
Luas Wilayah : ' , _
201 | Total Luas Wilayah Desa ﬁ?{fﬂ%%_—_ k(=100 ; 1211 9.] [? ]
] F '
202 | Hutan Desa i k™ (3= 100 (OO, LO110]
| DATA TOPOGRAFX
203 | Jenis Wilayah Desa @Dataran rendah :ég:rt;r:;agnggi/ 3.Kepulauan [I 1
DATA DEMOGRAFI
Penduduk .}
2064 | Jumlah Total Penduduk 637 jiwa ____%_]_?_'b %
205 | Jumlah Penduduk Laki-laki d jiwa [O1148,][Y]1(&]
206 | Jumlah Penduduk Perempuyan Iwa 731841V
207 | 3umlah Penduduk Pendatang 23 " fiwa [OHCALCIER]
208 | Jumiah Penduduk yang Pergi 12, _jiwa T231WA [')}[U]
Kepala Keluarga _ i
209 | Jumlah Total Kepala Keluarga V‘égg KK [4] [b] [B] 5
“210 | Jumiah Total Kepala Keluarga Perempuan Y7 KK [
211 | Jumiah Keluarga Miskin Zobh KK
212 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
a. <1 @hun I £O __jwa )3 elie]




ID DESA | | L1 | 1

b. 1-4 tahun Yi3 jiwa (A0S

¢. 5-14 tahun __2.378  jiwa (AL ¥

d. 15-39 tahun . jiwa IAICE

e. 40-64 tahun 6 S jiwa [6][’]{

£. 65 tahun ke atas G . jwa 211/ 116]

213 | Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Laki-laki Koding Perempuaﬁ Koding
a. Petani Z8E jwa 1€ 1& 1 I8 jiwa o191 [¥]
b. Nelayan /37! jwa 1112171/ ©  jiwa [O1[0]1[0]
‘¢, Buruh Tani/ Nelayan 323 jwa (2 1[212] {7 _jwa [@1ir 173
d. Buruh Pabrik _96 jwa (P14l | _$O jwa 01l O
e. PNS 43 jwa pllrliel | 35 jwa IOILLTECT
f. Pegawal Swasta 103 jwa [1101 g £/ jwa O 1]
g. Wiraswasta/ pedagang 2B jiwa QI71¢ | 035 jwa [21IO1[G I
N ten TNI /POCRI _16_jwa 01{1C1 | O ywa [p1l0110]
214 | Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus ‘

Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus Laki-faki Koding Perempuan Koding

(contoh: tunanetra, tunarungu, tunawicara,

dll, Tidak termasuk gila atau penyakit 7 jwa [01(F1 Y jwa [O11Y]

lwa lainnya)
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D DESA | | . ] ! ]
NO. III. DIMENSI SOSIAL Diisi Petugas
KESEHATAN
Ketersediaan sarana kesehatan )
301 | a. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa? (Jawabarn hanya 1) 1. Rumah Sakit Umum
"2, Rumah Sakit Ibu dan Anak
3. Rumah Bersalin
4, Puskesmas
5. Pustus []
@Puskmdes
' 7.-Polindes
8. Tempat Praktik Dokter
9, Klinik Dokter
b. Berapa meter jarak ke sarana kesehatan terdekat? (sarana : 00
kesehatan berdasarkan jawaban 301.a) S meter [folo]
¢. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan 2 '
terdekat (sarana kesehatan berdasarkan jawakan 301.aR mentt (01l 2]
Ketersediaan tenaga kesehatan bidan }
302 | a. Apakah terdapat bidan Desa (BDD)? (Dva | 0. Tidak [l
b. Jika ya, berapa jumiah bidan Desa? 1 - orang TOIT ]
Ketersediaan tenaga kesehatan dokter :
303 | a. Apakah terdapat dokter yang praktik di Desa? {Ya | 0. Tidak 01
b. Jika ya, berapa orang dokter yang praktik di Desa? 9 orang [ 1ies ]
Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya !
304 |a. Apakah terdapat tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan
yang praktik di Desa? ‘ @Ya 0. Tidak [t
Berapa orang tenaga Kesehatan lainnya, sefain dokter dan bidan di
DesaE:‘ ¢ g ¥ ﬁ—— orang [ Ol "’ ]
Akses ke Foskesdes/ Polindes dan Posyandu
305 | a. Apakah tersedia sarana Poskesdes/ Polindes di Desa? @Ya [ 0. Tidak (1 :
b, Berapa meter jarak ke Poskesdes/ Polindes terdekat? SO0 meter (Dior o1
¢. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke Poskesdes/ Polindes 'y .
terdekat? —9-1-—— menit [0112]
d. Apakah Poskesdes/ Polindes di Desa masih berfungsi/ aktif? @Ya 0. Tidak [ \ |
e. Apakah terdapat rumah singgah / rumah tunggu untuk ibu hamil yang Vs
akan melahirkan? 1.)3 ‘ dak (O]
306 | a. Berapa sumiah posyandu yang terdapat di desa? /Y unit G
b. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan : .
setiap sebulan sekali dalam setahun terakhir? L('L unit [’4 ]
¢. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan o unit [ 0 ]
setiap 2 bulan sekali atau lebih dalam setahun terakhir? —_—
d. Apakah mayoritas warga Desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan :
posyandu? @ Ya 0. Tidak i , ]
e, Sumber pembiayaan kegiatan Posyandu di Desa 1. Iuran bulanan masyarakat
APBDes
> Turan bulanan masyarakat dan [ L1
APEDes ‘
4. Lainnya
Tingkat Kepesertaan BPIS :
307 | a. Berapa jumiah warga yang terdaftar menjadi peserta BPIS Kesehatan o NP W §
/ IKN (Jaminan Kesehatan Nasional)? _ _2,9'@0rang Q—] @-] Eg ]8
(1/Ya, Sebagian besar
b. Apakah warga desa memanfaatkan pelayanan BPIS? 2. Ya, sebagian kecil [ , ]
3. Tidak
¢. Berapa jumiah warga yang tercaftar menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Daerah? . & orang D'3 9] [O]
Derajat Kesehatan dan Gizi Buruk
308 Apakah terdapat kejadizn kematian ibu melahirkan di Desa selama
/ tahun 20187 @Ya 0. Tidak [l
b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian ibu melahirkan di Desa
selama tahun 20187 L vasus _ o171
jadian kematian balita di D
309 a. ggiggh terdapat kejadian g atian balita di Desa selama tahun @Ya 0. Tidak [ f} 1
b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian balita di Desa selama I kasus o1}l




ID DESA |

‘tahun 20187
310 | @ Apakah terdapat kajadian kematian bayi di Desa sel N
28;‘8? pat kej ys di ama tahun | @Ya 0. Tidak 1]
b, Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian bayi di Desa selama '
tahun 20187 =2 __kasus (0113
311 a. kah terdapat kejadian balita gizi buruk di Desa :
QOD:S?_ P j gizi i selama tahun @Ya 0. Tidak (1
{7 Jika Ya, terapa jumiah kejadian balita gizi buruk di Desa selama
tahun 20187 29 % _ kasus [0l
312 3. Apakah terdapat kejadian luar biasa penyakit d Desa selama tahun
20187 Y 1.Ya (©)rcak (O
. K I
b 231&;:!? an luar biasa penyakit apa yang terjadl di Desa selama tahun Penyakit
PENDIDIKAN !
| Akses ke pPendidikan Dasar dan Menengah S
313 3. Berapa jumiah SD/MI (negeri/swasta) di Desa? /- unit OI7]
b. Berapa jumiah tenaga pengajar SD/MI (negeri/swasta) di Desa? / -_33 orang I ][Zﬁ[g]
¢. Berapa meter jarak ke SD / MI (negeri / swasta) terdekat? fO_ meter [OX { 10]
d. Berapa lama waktu tempuh untuk menpju ke SD / M terdekat? [ menit [O1[ ' ]
314 | a. Berapa jumlah SMP / MTs (negeti / swasta) di Desa? 2 unit e 3B
b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMP / MTs (negeri / swasta) di
Berapa ga pengajar SMP / MTs (negeri / ) | B orang (OIS S
¢. Berapa meter jarak ke SMP / MTs (negerl / swasta) terdekat? ZO0D_ meter [7 I01O]
d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat? 2 menit 1O
315 | a. Berapa jumiah SMU / MA / SMK (negerl/swasta) di Desa? 3 unit OL=3
' b. Berapa jumiah tenaga pengajar SMU / MA / SMK (negerifswasta) di '
) Paj ga pengaj / MA ] SMK (negerif sta) ‘ . Z.i‘ orang (@171
- |ic. Berapa meter jarak ke SMU / MA / SMK (negeri / swasta) terdekat?. - 71X meter (7T O
d Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SMU-/ MA / SMK. - . 4
terdekat? —{—" menit [ 0]!3 ]
- | Data Tingkat Pendidikan , gl i
316 | Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa "1. Tamat Sarjana/ D1/
D3/Sederajat
| 2. Tamat SMA/Sederajat 31
- (3) Tamat SMP/Sederajat
. L) 4. Tamat SD/Sederajat
317 | - a. Apakah di Desa terdapat anak usia SD yang putus atau tidak : A idak [O ]
' sekolah selama tahun 20187
b. Berapa jumlah anak usia SD yang putus atat tidak sekolah selama S ;
tahun 20187 . _Lanak [0 } [ ? ]
318 a. Apakah di Desa terdapat anak usia SMP yang putus atau tidak 1.Ya (0. Jridak [
- sekolah selama tahun 2018?
b. Berapa jumlah anak usia'SMP yang putus atau tidak sekolah selama anak [ it 1
tahun 20187
"Akses ke Pendidikan Non-Formal
319 | a. Apakah terdapat Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dinf) di Desa? (Vya _'| 0. Tidak LN
b. Berapa jurniah Pos PAUD yang beroperasi di Desa? ; ___5__un:t N85 5
c. Berapa meter jarak Pos PAUD terdekat? 2 meter 10 1R-10]
d. Berapa jumlah guruPAUD di Desa? o2/ orang A 3
320 | Apakah terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B,
dan € selama satu tahun terakhir di Desa? 1.Ya Tidak [01]
321 | a. Berapa jumlah pusat kursus atay pusat pelatihan keterampilan khusus I -
| di desa? : —L_unit ©xh
b. Berapa jarak tempuh menuju pusat kursus atau pusat pelatihan -
keterampilan knusus terdekat di Desa ataut di luar Desa? "*Sl)' meter ) i 0]
. Akses Pengetahuan -
322 | a. Apalkah terdapat fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan .
masyarakat yang beroperasi? (jika Jawabannya "Yidak”, lanjut ke 1.Ya 'dak [O ]
pertanyaan "323")




ID DESA |

b. Apakah penduduk Desa memanfaatkan fasilitas perpustakaan Desa

atay taman bacaan masyarakat? 1.Ya @Tidak {w )
. : MODAL SOSIAL
"323 | (8. Apakah terde‘n'pat kebiasaafl gotong royong warga di Desa?jjika @Ya 0. Tidak [ ’ ]
Jawabannya “Tidak”; lanjut ke pertanyaan 324
z;gt:nras;;ata khai!;nl;eglaian gotong royong warga di Desa dilaksanakan e kali / tahun [ l I [;‘]
"324 | Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga untuk '
; bersantai / bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka, ‘ :
taman, alun-alun, di)? ' @Ya - 0, Tidak 11
325 Apakah terdapat perkumpulan / organisasi sostal di desa, seperti:(setiap perbnyaanrszi.a-szs.khams
diisl dengan melingkari salah satu jawaban “"Ya~ atau “Tidak") o
Perkumpulan/ Organisast Sosial Ketersediaan Koding Frek:.;n:;miatan
a. Karang taruna Cha |oTdak | [ {1 /% jali ftahun [} i X
b. PKK @va |omdak | (11 | 2 klijtahun (/18
l‘jeE:;‘é‘;’:ﬂ,‘;“sae?:;?;‘%me"5 takiim, (Dva | o.mdak | [} 1] 98 wali ftabun 41031
d. Panti asuhan L va |(ridak | £@) | O kalijtahun [ e
e. Kelompok arisan (Dya |oTdak | [ §] 1272 Kall ftahun 1/ 151
f. Kelompok/forganisasi{/lembaga tani 1.)Ya 0. Tidak [t _l_’&_kaﬁ Jiahun {' Fi L[é,]
g. Kelompok/organisasifiembaga nelayan va | 0.Tdak | [ ¥1 _{/ _ Xali ftahun [ wj [ LA
h. Kelompokforganisasi/lembaga Usaha ternak @Ya 0. Tidak | [ %} _ 38 kall ftahun [ (‘j] @]
. Kelompok/organisasiflembaga pengrajin 1.Ya @Tldak [ LA 18 kali Jtahun [ (’:) 1C CJ]
j. Kelompok/organisasi/lembaga khusus wanita @a 0. Tidak [ ] _/_3:_ kali /tahun [ f ] [;?,J_
k. Lainnya, sebutkan: 1.Ya daik ( 0] ,_CZ_ kall /tahun [ C)] [ a
3726 | a.Apakah sebag"ian bes;’ar warga Desa mengikuti Tusyawarah Desa? (jika @Ya' 0. Tidak i ’ ]
Jawabannya "Tidak’, fanjut ke pertanyaan "327") .
b.Berapa kali musyawarah Desa diselenggarakan datam satu tahun terakhir? __Q_ kali [ <!2} [ é}
- (&) Apakah terdapat kelompok perempuan yang mengikuti musyawarah Desa? JXa | 0. Tidak i1
/‘33,? 5. Berapa jumiah fasilitas / lapangan olah raga di Desa? <L unt [0 1 LJ~]
B Tskah et ecltan ok o SR Re O o O Ll
. c. Berapa jumiah kelompok kegiatan olah raga di Desa? kelorpok [ , 1t 7] .
Apakah warga Desa terdiri dari lebih dari satu suku atau etnis? _ a 0. Tidak [ L
89 Apakah warga Desa sehari-hari berkomunikasi menggunakan lebih dasi satu bahasa? ' g:a 0. Tidak [ f 1
330 | Apakah terdapat warga di Desayang menganut agama di bawah ini : (setiap pertanyaan 330.a - 330.9
. harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya” atau "“Tidak”) .
a, Islam Ya | 0. Tidak L
b. Kristen (Na | o Tidak []]
c. Katolik (iNa | o.Tidak [t
d. Budgha 1.Ya | (0)Tidak N
e. Hindu 1.Ya | @Jridak 103
. Konghucu 1.Ya | (GJndak [ &
g. Lainnya, sebutkan; o 1.Ya | (0.yidak )]
331 | Apakah terdapat tempat ibadah: (setiap pertanyaan A331.a3 — A331.F harus dlisl dengan melingkar/
salah saty Jawaban "Ya” atau "Tidak")
a. Masjld/ Musholla/ Langgar Ya | 0. Tidak | 4
1.)a 0. Tidak

({. Gereja Kristen

c. Gereja Katolik

1.Ya

(0 )ridak




ID DESA | [

d. Wihara 1.Ya gﬂdak [ 51
e. Pura 1.va | (0 Tidak (01
f. Litang/ Kelenteng 1.Ya (0,)ridak [ 831
332 | Apaagama / kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar / mayoritas warga Desa? ? Islam
) . Kristen
3. Katolik
4. Buddha .
5. Hindu )1
6. Konghucu
7. Lainnhya,
T ‘ ' sebutkan
,;33 a. izagl;;ﬂzzgﬁgs;;)i ac.iat dan budaya @l Desa? (bffa—jawaban Tidak”, lanjut @a 0. Tidak Y]
b. :ﬁ:a fﬁﬁt?;ﬁhﬁ? kegiatan seni adat dan budaya diselenggarakan dalam. ___/__ Kali IR
| c. Berapa jumlah kelompok keglatan seni adat dan budaya di Desa? _ "m_;u'ﬁ;i [O1I , 1
-334 | Apakah mayoritas warga di Desa menghadiri perayaan adat budaya tertentu, seperti: '
o {5;;;.35 ’)pertan yaan 334.a - 334.d harus diisi dengan qrellngkad ._ialah satu jawaban "Ya” atay
1 a. Kelahiran a 0. Tidak tYi
b. Kematian é% 0. Tidak 11
c. Perkawinan ) (va | o0.Tidak HE
d. Lainnya, sebutkan ‘?‘e‘““- \AuA Dva A& Tidak 4
- | Keamanan Warga ;
335 :;ﬁ&:s;ﬂ:n:é::g; :rl‘;ﬁ; gy;;&g:;akukan kaglatan pembangunan dan @Ya 0. Tidak £
| Mo i v D e e | Qe | omek| 1)
337 1a ﬁggﬁpe;g:p‘a’i l;:)anﬂlk rg.la gesz;e_l:;; setahun te.rakhur? (bila jawaban 1.Ya @Ti dak [ 0 ]
b. Jika ada, sebutkan jenis konfilk dan jumlah kejadian dalam setahun terakhir. Jumiah Kejadian
bl. Antarkelompok masyarakat : iy ' _ O kasus (o1
" [ b2. Kelompok masyarakat antarDesa O kasus [O1
b3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan €2 kasus 0]
b4, Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah © __ kasus { Q ]
bS5, Antarpelajar/mahasiswa/pemuda O kasus (3]
- b6. Antarsuku _©  kesus (01
b7. Antaragama 2 kasus RU)
h8..Lainnya, sebutkan: _@ kasus [O]
338 :.a;;;?;cah sebagian besar konflik yang terjadi di Desa dapat diselesalkan dengan 1.Ya @ Tidak [&]
b. Jika ya, siapa yang berperan menjadi mediator / penengah upaya dalam: penyelesaian konflik?
b1. Aparat keamanan T o TP fLYa | 0. Tidak I 1
b2, Aparat pemerintah 1.Ya 0. Tidak [ 1
b3. Tokoh masyarakat l.Ya 0. Tidak [ 1
b4, Tokoh agama 1.Ya 0. Tidak [ 1
hS. Lainnya, sebutkan : 1.Y¥a | 0. Tidak I 1
* | bé. Tidak ada i.Ya | 0. Tidak [ 1
| ottt poclaie ol 3 e S i ol St | v | (Oyesk| 101
340 |4, Apakah terdapat tindak kejahatan sebagai berikut yang terjadi di Desa selama setahun terakhir? _
al. Pencurian ' Nz | (0)ridak (01
a2. Penipuan/ penggelapan fl tvYa tO1

(0, ¥idak



o ID DESA | | | [

a3. Pénganiayaan/ kekerasan ‘ a ~ LYa Tidak (1
a4. Pembakaran _ : i.Ya idak {M]
a5. Perkosaan/ kejahatan terhadap susilaan _ , 1.Ya: idak @)
a6, Penyalahgunaan/ peredaran narkaba : 1.Ya 0 JTidak [ @]
“a7. Perjudian _ S ' 1.Ya |{0)Tidak [
a8. Pembunuhan . i.Ya idak %}
9. Perdagangan orang (Aumantrafficking) ‘ ‘ " LYa ak I: . 1
‘| b. Dari berbagai tin_dal_( k_ejahatan yang'tetj'adi di Desa, tindak kejahatan mana yang gl [ O]
paling sering terjadi di Desa? :
. Kesejahteraan Sosial . '
341 |a. Apakah terdapat SLB (Sekolah Luar Biasa) di Desa? "1.Ya | (0 )idak (O1
b. Jika ada, berapa jumiah SLB yang terdapat di Desa? . L2 unit [O i
1c. Berapa jarak tempuh menuju SLB terdekat? D km BN
"342 | Apakah terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagal berikut :
(setiap pertanyaan 342.a - 342.7 harus dilsl dengan melingkar] salah satu Jawaban "ya”atau
“ridak™)
a. Anak jalanan ' 1.Ya dak &1
b. Anak terlantar : 1.Ya 0. Yidak (o1
c. Korban kekerasan 1.Ya |{0,)ridek (01
d. Lanjut usia terlantar (panti jompo) - 1.Ya YTidak (i
e. Korban penyalahgunaan NAPZA 1.Ya YTidak o1
f. Pekerja migran terlantar 1.Ya (0. JTdak [ﬁ]
g. Gelandangan / pengemis 1.Ya YTidak [@ 1
h. PSK (Pekerja Seks Komersial) 1.Ya - 0. Jridak [
343 | Berapa jumlah kejadian bunuh dirl di Desa? ' orang m]
PERMUKIMAN
Akses Air Bersih dan Air Minum
344 | Sumber air untuk minum yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 344.a — 344.1 harus
dilsi dengan melingkari salah satu Jawaban "Ya” atau “Tidak”)
a. Air kemasan : @(a 0. Tidak [ f 1
b. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) ‘ (Tyva | o.Tidak TR
¢. Air ledeng tanpa meteran 1.Ya Q_Ndak (O]
d. Sumur bor / pompa 1. Ya @Tldak {_a ]
e. Sumur . ' T)Ya 0. Tidak [’1
. Mata air Da | (0ndak fu)
g. Sungai / danau | kolam ' ' 1.Ya 0, Xidak [O ]
h. Air hujan 1. Ya ridak 01
i. Lainnya, sebutkan ; ' 1.Ya 0. Xidak £ 0]
345 Bagaimana cara warga desa memperoleh alr minum? @ratis M er?';beli [ f ]
346 | Sumber air untuk mandi / cuci yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 346.3 —-346.h
' harus diisi dengan melingkari salah satu Jawaban "Ya* atay “Tidak”)
- | a Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) @)a 0. Tidak i f 1
b. Air ledeng tanpa meteran o 1.Ya @Idak ol
1e. sumur bor / pompa . 1.¥a | (@ )idak [
d. Sumur @a 0. Tidak- A f 1
e. Mata air o 1.¥a | (O)rdak D1
f. Sungai / danau / kolam 1.¥a | QAidak (€1




ID DESA |

g. Alr hujan 1.Ya idak Q1
h, Lainnya, sebutkan 1.Ya 0. fidak [O1]
, Akses Sanitasi o
347 | Di manakah sebagian besar warga di Desa BAB (Buang Air Besary?{jawaban hanya (%,!lamban sendirt
satu pifihan) . Jamban bersama 1
3. Jamban Umum [l
' 4. Bukan jamban
348 | Bi manakah sebagian besar warga di Desa membuang sampah? (Jawaban hanya | 1. Tempat sampah
satu pilihan) kemudian diangkut
2.)Dalam lubang atau
dibakar
3. Sungai / saluran
irigast / danau /
. laut [;' 1
4. Drainase ‘
_ (got/selokan)
- |5, Lainnya, sebutkan
: ’ _3_49'._ " Apakah terdapat TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara)? _l.va I @D’ldak [O1
" 350 | Dimanakah tempat / saluran warga membuang limbah calr rumah tangga / air kotor @Luba,ng resapan
.| di Desa?(jawaban hanya sati pilihan) .- (lubang tanah
. : yang tertutup)
2. Dralnase
(got/selokan)
3. Sungal / saluran
irigast / danau / N
laut
4, lubang tanah yang
terbuka
5. Lainnya,
. sebutkan,
"1 -Akses Listrik '
"351. | 2. Berapa jumiah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN? YAEEY_ keluarga (11 6] &0
" [P, Berapa jumiah keluarga di Desa yang menggunakan sumber fistrik dari non-PLN ' )

. (Diesel/ generator, swasta, swadaya, perseorangan)? —O— keluarga [O]
352 | Berapa jumiah keluarga di Desa yang belum terallri listrik sama sekali? { ) _keluarga 9
358 | Apakan terdapat sumber energi terbarukan (tenaga angin, air, surya/matahari, dif) di

desa yang dimanfaatkan warga desa sebagai sumber listrik di Desa? 1.Ya dak 101
' " Akses Informasi & Komunikasi .
354 | Bagaimana sinyal telepon seluler / handphone di Desa? @inyal 2. Sj m val 0. ;;Ijgak : ' ] .
. . ) uat Iem:ah sinyal
355 | Operator / provider telepon seluler apa yang sinyalnya dapat diterima di desa? o
2. Telkomse} (Simpat], Kartu AS, Kartu Halo) ' (i)’a 0. Tidak [vi
[ . Indosat (IM3, Matrix, Mentari) a | 0. Tidek [y 1
C XL (L)a | 0-Tidak 11
. d. 1ainnya, sebutkan : __ SAART T _ @a 0, Tidak [y ]
356 | Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran TVRI Nasional / TVRE .
| o (Dra | o.Tidak 1
7357 | Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran swasta? @Ya 0. Tidak [¥1
358 | Apakah Desa dapat menerima siaran program tefevisi saluran luar negeri? (Aya 0. Tidak (! 1
359 | Apakah terdapat fasilitas Internet di kantor kepala Desa? iNa 0. Tidak it
360 | Apakah penduduk Desa memiliki akses internet? e | o.meak (1]
361 | Apakah Desa memiliki sarana informasi sebagai bertkut '
a. Papan informasi Desa (Dra | 0. Tdak [t
b. Website Lva | (0Dnidak 0]
< Lainnya, sebutkanm ) 'OIDQU* (Qa 0. Tidak [ , 1




IDDESA [ |

IV. DIMENSI EKONOMI

-Keragaman Produksi Masyarakat Desa

401 | Apa sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Desa?{jawaban Pertanian
. hanya satu pilihar) (termasuk
perkebunan,
peternakan,
perikanan)
2. Industri
3. Perdagangan, [ ! 1
transportasi, dan
jasa
4. Pariwisata
5. Lainnya, ‘
sebutkan_____
P .
@3’ " Apakah terdapat produk unggulan di Desa? (L)va [ 0. Tidak [?]
403 | Apakah produk komoditi hasil pertanian di Desa mengalami perubahan dibanding a, terdapat
setahun yang lalu? peningkatan [t ]
; 0.Ya, terdapat 4
, penurunan
404 | a. Apakah terdapat produksi hasil tangkapan laut di Desa? (&#a Jawabannya
) “Tidak”, lanjut ke pertanyaan "405" @(a 0. Tidak [ri
b, Jika ya, Apakah terdapat perubahan produks! hasil tangkapan faut di Desa 1Y3, terdapat
dibanding setahun yang latu? peningkatan [t
0.Ya, terdapat
: p_enurunan
~405 13) Berapa jumlah industri mikro dan kecil di Desa? R it A 1lal
/b Berapa jumiah industri menengah di Desa? 20 unit [/ 1{ o1
Akses ke Pusat Perdagangan
406 | a, Apakah terdapat kelompok pertokoan di Desa? .@a I @'ﬂdak [®]
b. Berapa km jarak ke kelompok pertokoan terdekat? O km [ O]
407 | perapa jumiah pasar dengan bangunan permanen? /  unt t/1
408 | Berapa jumlah pasar dengan bangunan semi permanen? > unit (O]
409 {a. Apakah terdapat pasar tanpa bangunan di Desa? 1.Ya I @Tldak. [ 0]
b. Berapa jumiah pasar tanpa bangunan di Desa? O unit { O 1
410 | Berapa jumlah toko / warung kelontong di Desa? . 285 unit 2 1¥8C
411 | Apakah terdapat warung / kedai makanan dan minuman di Desa? @va 0. Tidak (11
412 | @, Apakah terdapat hotel atau penginapan (hostel, motel, losmen, wisma) di Desa? @a 0. Tidak 13
b. Berapa meter jarak ke hotel atau perginapan terdekat? 2-0CD meter [RADAO] O
¢. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke hotel atau penginapan terdekat? i menit (O] [{‘]
Jarak
Akses Distribusi / Logistik Ketersediaan Koding terdek Koding
at
413 | Apakah terdapat kantor pos / pos pembantu / rumah pos / pos : K I'ZQ)
keliling di Desa? _ Dra | omaa | 11 meter 0Iao
414 | Apakah terdapat pelayanan jasa ekspedisi swasta (pengiriman @ 1 120 ’
barang) di Desa? a | 0Tidak | [V ] | " e [} IOIS
Akses Lembaga Keuangan
415 | Apakah terdapat bank umum pemerintzh (BRI, BNI, BPD, &0
BTN, di) dii Desa? - _ e | omask | 1)1 | Tty oLl &
416 | Apakah terdapat bank swasta (Danamon, BCA, Niaga, dll} di .
praka | Lva @ridak | [O] o [ I X
417 | Apakah tersedia BPR (Bank Perkreditan Rakyat) termasuk BPR Syariah di Desa? ya | o.Tidak [t
418 | Apakah terdapat fasllitas kredit yang diterima warga Desa selama setahun terakhir berupa:
a. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Tya 0. Tidak K
b. KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) 1. Ya dak [ D]
¢. KUK (Kredit Usaha Kecil) 1.Ya | {0)ridak

[ Q1
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ID DESA | | [

d. Kred't lainnya, sebutkan ; I 1. Ya I-@Tidak (O]
Ketersediaan Lembaga Ekonomi .
@ Berapa jumiah koperasi di bawah inf yang masih aktif beroperasi? 4 unit (O1L 1
420 | a. Apakah terdapat BUMDesa di desa? (bila fawaban "Tidak”, lanjut ke
Sertanysan 452 Gxa | o Tidak (0]
b. Jika ya, apa jenis / bidang usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tersebut? (setiap pertanyaan harus
diisi dengan melingkati salah satu jawaban "Ya”" atau “Tidak™) '
(%L, Pelayanan umum (Lhva 0. Tidak (11
b2. Jasa Penyewaan 1.Ya | @ndak ¥a)
b3. Broker / usaha perantara 1.¥a | {G)idak 0]
(6% Perdagangan, pabrik, atau trading (Dra 0. Tidak (¥
bs. Usaha bersama / holding " 1.Ya | (@Xidak 101
b6. Bisnis kevangan atau financial 1.Ya | (@ tdak [ O]
Keterbukaan Wilayah '
421 | Apakah di Desa terdapat angkutan umum? JAda, dengan
(fawaban hanya satu pilihan) trayek tetap
2. Ada, tanpa trayek AR
tetap
3, Tidak ada
angkutan umum
422 | Apakah angkutan umum yang utama di Desa beroperasi setlap hari? @Ya 0. Tidak (V]
- - ..,
423 | Kapan jam operasional ahgkutan umum yang utamay t. Siang
&_ ?:::f'm stang [o ]
hari
424 | Apakah jalan di Desa dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih? Sepanjang tahun
(fawaban hanya satu pilihan) . Sepanjang tahun
kecuali saat
tertentu [t
3. Tidak dapat
dilalui sepanjang
. tahun
425 | Apa jenis permukaan jalan di Desa yang terluas? 1.} Aspalf beton
{Fawaban hanya satu pilihan) . Diperkeras
{kerikil, baty, dll) [ ! ]
3. Tanah
4. Lainnya,sebutkan
426 | Bagaimana kualitas permukaan jalan di Cesa? 1.} Baik
" Rusak Sedang 111
. 3. Rusak Parah
V. DIMENSI EKOLOGI
Kondisi Lingkungan
501 | Apakah sumber air tersedia sepanjang tahun? { Yahsepanjang
fahun
2. Ya, kecualj saat
tertentu seperti 173
musim kemarau
atau kondist
lainnya
3. Tidak
502 | Apakah terjadi pencemaran lingkungan hidup di Desa selama setahun terakhir? '
a. Pencemaran air 1.Ya | ()Tidak (O
b. Pencemaran tanah ‘1.Ya | ¢(B)Tidak [ O]
c. Pencemaran udara 1.Ya ﬁ)‘ﬂdak [ 0]
503 | Apakah terdapat dampak yang dirasakan oleh warga Desa akibat pencemaran 1. MenyebabRan
lingkungan? gangguan kesehatan
ringan
2. Menimbulkan (O]
penyakit / infeksi
3. Menimbulkan

11~




iDDESA | | [

kematian
504 | Apakah terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah pabrik/industrifusaha? 1. Ya @)‘idak [&21
@ Apakah terdapat perencanaan tata ruang desa? @va 0. Tidak 'BE
506 | Apakah tert_iapat perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi sektor 1. Ya @Mak [ 0]
non-pertanian? )
Potensi Bencana
507 | Seberapa sering kejadian/aencana alam yang terjadi selama 3 tahun terakhir?
a. Tanah langsor _ O kalif tahun [IIA ]
b. Banjir —&__kali/ tzhun Iplipl
<. Gempa bumi — O kalif tahun [BILO].
d. Tsunami &7 kalif tahun ©I1io]
e. Gelombang pasang laut — 2 _ kalif tahun (0101
f. Angin puyuh / puting beliung / topan &7 kalif tahun [I01inl
g. Gunung meletus — 2 kali/ tahun [
h. Kebakaran hutan (0 _ali/ tahun (51107
i. Kekeringan lahan —{J __kal/ tahun 10101
j. Lainnya, sebutkan _ — £/ kalif tahun 011 G]
508 | Apakah terdapat fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam di Desa?
a. Peringatan dini bencana alam a @I’Idak &1
:9 Peringatan dini khusus tsunami a —o, Tidak [t
c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, di) a 0. Tidak i ' 1
(d7Jalur evakuasi @é 0. Tidak [}

12



ID DESA | I | | | I I I
VI. AKTIVITAS DESA
601 | a. Apakah terdapat Pendamping Lokai Desa yang bertugas di Desa? @Ya | 0. Tidak [ , 1
b. Berapa jumlah pendamping lokal Desa di Kecamatan? 3 orang [o i [g ]
602 | Apakah ada pelaku tingkat desa untuk memfasilitasi kegiatan Generasi Sehat dan .
Cerdas, (termasuk KPMD, TPMD)? @ra - | 0. Tidak [t
603 | Berapa jumiah anggota KPMD (Kader Posyandu/Kader kesehatan) yang aktif 7€ orang [ 71 O]
604 | Berapa jumiah anggota TPMD yang aktif _ 5 orang [ fal [-L1
€05 | Apakah ada kebun gizi di Desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh .
masvarakat desa? ‘1.ya @‘Idak [
606 | Ssbutkan sumber pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat di desa
1. BerAg '
2. ‘
3.
607 | Apakah terdapat Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tentang Kesehatan dan
Pendidikan? | LYa |(@Dridak [ 0]
VII. SUMBER PENDAPATAN DESA 2017 2018
701 | a. Berapa total Dana Desa yang didapat tahun 2017 dan tahun 20187 Rp D75 Y86 727 Rp_SRAF-$F2 - 93

b. Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018

Pelaksanaan Pembangunan Desa

@ Sarana prasarana untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan
pemukiman

o 853855800

(6. Sarana prasarana kesehatan masyarakat rRp_T9 Y/ %0070 Rp_ S5n30600D
/b3, Sarana prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan Rp g A1 Rp . - BOTY
“B4. Sarana prasarana produksi dan distribusi Rp Rp
b5. Sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan Rp Rp,
hidup : ] e :
(682 Program kegiatan pembangunan Desa lainnya: Rp i &,50 693 Rp /6. 209'?00
Pemberdayaan Masyarakat Desa : '
. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau
@ntuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melafui Rp_ O Rp_cO-0C0-06Y
pelatinan dan pemagangan.
b8. Dukungan kegiatan ekonomi R O Rp. O
b9. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan o)
pangan Desa . Rp. Rp___ﬂ_
b10. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan Rp O Rp ['s )
pelatihan paraiegal di Desa. E—
b1l. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan RD, (o) Ro - 0
sehat. Py 2 —
b12. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa; Rp, (8] Rp O
b13. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan
elestarian lingkungan hidup . Rp. S Rp_o____ |
14.-Program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lalnnya: Rp £ 00D Oy Rp. 6’0— ﬁ. qu
702 | Informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat melalui
a. papan informasi (Dya | o. Tidak [
b. musyawarah Desa (Dva 0. Tidak {11
¢. website i.Ya { D Tidak [O]
d. Lainnya, sebutkan__ JAC2 book ( 1.)Ya 0. Tidak [}1
703 | Sumber Pendapatan Desa W6 20/ aei* LOrP
a. Berapa sumber dana dari Pendapatan Asli Desa? Rp 222 -/62-5D| - Rp SR8 {62 ~8BD
b. Berapa sumber dana dari Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 38 %132 /3. /69-61
Kabupaten/Kota? e —— Rp___‘L_
¢. Berapa sumber dana darl Alokasi dana Desa yang merupakan bagian daridana | zlz 5;8.%' 8 204
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota? Rp RP—L'm
d. Berapa sumber dana dari bantuan dari APBD Kabupaten/Kota termasuk BOK dan Rp 0 R O
DAK [ DAU? [ —_—
e. Berapa sumber dana dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak Rp. 0 Rp O
ketiga? — e S— v
f.  Berapa sumber dana dari pendapatan desa lain yang sah? Rp. v Rp. (&4
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TJIX. DIMENS] SUSIAL

T KESEHATAN..

" Ketersediaan sarana kesehatan

301

a. Apa sarana kesenatan yang terdekat di-

Deca? ‘(Jéivabah hanyal) |

1 g Kiinik Dokt

1.-Rumah . Sakit Umum- .
-3, 'Rumah ‘Sakit Ibu dan Anak
3, Rumah Bersalin -

4 Pusk&;’ma's‘ L
s.pustus o 0
6, Poskesdes

8. Tempat Prakt:kDokter ‘

By
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Jika i,

lahun 20]3

‘ tahun 20187
' Apakah terdapat kejadian: iuar blasa penya

© 20187

kit dr Desa selam tahun

. Kejadlan luar masa penyaknt apa yang teqad: dl

Berapa meter jarak ke SD/ MI (negeri / swasta) tei

 Berapa Iama waktu tempuh untuk menuju ke S

.a.

.

Berapa meteryjarak ke 'SMP |/ MTs (negari'jl_s:\h.'as:t:a.

Berapa lama. waktu tempuh untuk menuju:ke SDE

f

Berapa Jumla SMU / MA / SMK (negeri/swasta) ”'Eh

; @%}g

iy
o

‘1 5-: 7 :
L”s.‘s’&gg
"‘ﬂ‘




h. Apﬂhahp el memant
u taman barsz baraat & K

e R T MODAL sosuu.

a. Apakah terdapa eblasaan gomng royong warga o D&a?aﬁka

jawabannya nFigak . Janjut ke ‘pertanyaa’

Y . Beropa kali kégiatan gotong .myong warga d! Desa dllaksanakan

dalam setahue?, i -
at rigng B terbuka yang dxmanfaatkan warga’ untuk
np isald lqpangan terbuka

- Apakah sebaglan -
Jawabannya "T.rdak” Ianjubke perfanyda

' b Berapa kah musyawarah Desa ‘drseienggarakan alarr satu tahu:

b

akah terdapaL egiatan } e!ompok olahrag p;l

than N da pertandmgan olahrag 7
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¢ Katollk, .\ .

{ d. Buddha -

~Ge eja knsten’

- Gergja Katalk;




A ah:} Adakah kolo

Apakah mayonuas warga di Desa menghaduri perayaa iz
(setiap pertan ryaan 334.3 w334, d hams oiisi aqengan malingka

it
:
B

b,

Ut

i 6 !
& Gezraze T i i 2 X 2
R o Lol sl !




T a3. Penganiaydan/ Fekerasdn

g i
RO T

AT T teraan <t
Dap AR S ST e G
" o Ny ) !

Akses Air Bersih dan Air Minum.
SGmber air untuk minum. yang. digt

Jingkari salah satu fawaban
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e Sumur
1'f..Mata air..

s

peroleh iF; i

._ r, f"‘

¢ ; ¥l
gl SR LY




Jarnban bersama

4, Bukan famban
1. Tempat Sa"“’a“
kemudian diangkut
(2) Dalam lubang atay
dibakar
‘.‘Sungai / saluran
irigasi / danau /
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_ b. Berapa jumlah pasar tanpa bangunan di Desa7 f

Berapa jumiah foko / warung kelontong di Desa?

Apakah terdapat warung / kedal mnakanan dan mtm

pat hotel atau penglnapan (hostei

“keliling di Desa?

Apakah terdapat pelayanan jasa eks;;edisi
‘barang) di DE&'?'

Akses Lembaga Ke.uangan

Apakah mrsallaf'pPR (Bamé periredi

e e o o




.perténfaég 421, o
Jika ya, apa'.jenls‘f'bi’da‘n‘g' usaha yang dilakukar |

2| st dengar melingkart salat satu jawaban ¥
[, Pelayenan umuin - R

b2, Jasa Penyewaaf

antara.

k, atau tradirig

Apakah ang'l‘ula_-yan mum yang utama.di Desa

Kapan jam operasional a gkutan u[nunii?gnd"uﬁma
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par Pendamplng Lokai as
pendampmg Iokal ‘Desa di Kecamatzn?
‘Aral pelaku tingkat desd untuk memfasilitast kegtatan Ge
-Cei-dasi,“ (termasuk JQMU;_ . - .
603" Eerapa jumilah anggd
ol

604 - Befapa jumlah anggota TPMD yan

| B ——
{so ~| Apakah ada kebun gm di Gizi di.Desa yan
mgr_arakat desa? ‘

Gebytkan sumber | pangan yang p pafing sering dlkonsumsa
—-"_—-_— n’
Hawl ot AT nut

HG‘%L

- Wiy

g aktif
g dikelola dan dlmanfaatkan serara bersama oieh

3
Apakah terdapat Peratu@n Desa f Kep

‘ Pendldlkan7
VII. SUMBER "PENDAPATAN' DESA :
7 dan tqhun‘ 20187

N
utusan Kepa!a Desa

Berapa tota! Dana D&sa ‘yang dldapat tahun 201
un 2017 dan tahun 2018

b a.
#4 b, Penggunaan Dana Desa tah

pelaksanaat Pembangunan Desa
ittt i
bl. Sarana prasarana untuk penghtdupan termasu
pemukiman
bv: Sarana prasarana kesehatan masyarakat
"p3. Sarana prasarana pendidikar,: sasial, dan kebudayaa

b4.. Sarana prasarana produksi dan distribusi

5. Sarana prasara' a energu terbarukan serta kegiatan A

Lo N
‘ lﬁﬁwﬂﬁa

..rg

Berapa’ ‘sumbe dana dan
penmbanganA _ang_drtenma
a1 d‘.r;.banma d
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